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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana diuba h

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Ata s

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitus i

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambaha n

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negar a

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaha n

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan da n

Kinerja Instansi Pemerintah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalia n

Intern Pemerintah ;

6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua ata s

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan da n

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi ;

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 201 9

tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitus i

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi .

Sebagai upaya nyata dalam memberikan pemahaman mengenai SPIP dan

penerapannya yang menyeluruh dan berkelanjutan menjadi latar belakan g

penyelenggaraan kegiatan Bimtek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) d i

Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahu n

2019, pada tanggal 4 s .d. 6 April 2018, bertempat di Hotal The Royal, Kota Bogor ,

dengan bentuk kegiatan sebagai berikut :

1) Pemaparan Materi Arah dan Kebijakan Penyelenggaraan SPIP di Lingkunga n

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi oleh Sekretari s

Jenderal dan Inspektur ;
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2) Pemaparan Materi Overview Penyelenggaraan SPIP, Konsep 5 Sub Unsur SPIP ,

Tahapan Penyelenggaraan SPIP, Prosedur dan Langkah Kerja Penyelenggaraa n

SPIP, serta Monitoring SPIP dan Finalisasi Pedoman oleh BPKP ;

3) Quiz oleh Tim Inspektora t

Narasumber terdiri dari Pejahat dari Badan Pengawasan dan Keuangan

Pembangunan (BPKP) .

Peserta kegiatan Bimtek Sistem Pengendalian Intern (SPIP) di Lingkungan

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 adala h

pejabat eselon 1 dan 2 yang berada di Unit Kerja Kepaniteraan, Biro Perencanaan da n

Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Biro Hubungan Masyaraka t

dan Protokol, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, Biro Umum, Pusa t

Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, Pusat Teknolog i

Informasi Komunikasi, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi lingkunga n

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi .

Untuk mempersiapkan melaksanakan kegiatan Bimtek Sistem Pengendalia n

Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jendera l

Mahkamah Konstitusi Tahun 2019, dibentuklah kepanitiaan dengan susunan sebaga i

berikut :

1 . Penangungjawab M . Guntur Hamzah

2 . Ketua Pawit Haryanto

3 . Sekretaris Arshinta Fitridiyan i

4 . Bendahara Amelia Desy Ratna Yuwit a

5 . Perlengkapan Novena Jati Nugraha

H. MAKSUD DAN TUJUA N

Maksud dan tujuan diselenggarakan kegiatan Bimtek Sistem Pengendalian Inter n

Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah

Konstitusi adalah :

1 . Memberikan pembekalan terkait pentingnya penyelenggaran siste m

pengendalian intern pemerintah .
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2. Memberikan pembekalan terkait upaya-upaya peningkatan efisiensi ,

efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan sistem pengendalian inter n

pemerintah

3. Memberikan pembekalan terkait upaya-upaya peningkatan profesionalita s

sumber daya manusia di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jendera l

Mahkamah Konstitus i

4. Memberikan pembekalan pegawai pada pentingnya kebijakan, rencana ,

prosedur, peraturan, dan ketentuan Lembaga .

III. INDIKATOR KELUARAN

Hasil yang tercapai setelah dilakukannya kegiatan Bimtek Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jendera l

Mahkamah Konstitusi adalah :

1. Memberikan pembekalan terkait pentingnya penyelenggaran siste m

pengendalian intern pemerintah .

2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan sistem

pengendalian intern pemerintah

3. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia di lingkunga n

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitus i

4. Meningkatkan kepatuhan pegawai pada kebijakan, rencana, prosedur ,

peraturan, dan ketentuan Lembaga .

IV. CARA PELAKSANAAN KEGIATA N

1. Metode Pelaksanaa n

Metode Pelaksanaan adalah pelatihan yang menggabungkan penyampaia n

materi, diskusi, dan qui z

2. Tahapan Kegiatan

a, Penyampaian mater i

b. Diskus i

c. Quiz
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V. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan di Hotel The Royal, Bogor, pada tanggal 4 s .d. 6 April 2019 .

VI. PESERTA, PANITIA, DAN NARASUMBER

Narasumber dihadirkan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguna n

(BPKP) dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

1 . Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitus i

a. Prof. Dr . M. Guntur Hamzah, S .H . ,

b. Pawit Haryanto, S .H ., M.M .

2 . Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguna n

a. Daissy Erdianthy

b. Mangaraja Surjadi Hutagao l

c. Eko Rahayuningsi h

Undangan, Panitia dan Perserta adalah sebagai berikut :

NO . NAMA JABATAN

1 M . Guntur Hamzah Sekretaris Jendera l

2 Muhidin Panitera

INSPEKTORAT - APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP )

1 Pawit Haryanto Inspektu r

2 Arshinta Fitridiyani Kasubag TU Inspektora t

3 Dhita Cantika Megatania Auditor Muda

4 Dian Dwi Hapsoro Audito r

5 Dwi Poesvitasari Audito r

6 Surya Murni Pangesti Pangadministrasi Umum

7 Audi Siti Khodijah Baso Calon Audito r

8 Amelia Desy Ratna Yuwita Calon Auditor

9 Dillon Davin Zebadiah Calon Auditor

10 M . Fadel Fahrul Rozi Z Calon Auditor
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11 M . Rizki Calon Auditor

12 Radityo Herdana Calon Auditor

13 Wijang Ardi Rahmadi Calon Auditor

KEPANITERAA N

14 Triyono Edi Budhiarto Panitera Muda

15 Ida Ria Tambunan Panitera Mud a

16 Cholidin Nasir Panitera Pengganti Tk . 1

17 Saiful Anwar Panitera Pengganti Tk.1 1

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

18 Tatang Garjito Kepala Biro Perencanaan dan Keuanga n

19 Endrizal Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluas i

20 Isti Widayanti Kepala Bagian Keuangan

21 Budi Hari Wibowo Kepala Sub Bagian Program dan Anggara n

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISAS I

22 Teguh Wahyudi
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan
Organisas i

23 Iman Sudirman Kepala Bagian Sumber Daya Manusi a

24 Sigit Purnomo
Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana da n
Fasilitas Reformasi Birokras i

25 Dede Agustina Naibaho
Kepala Sub Bagian Administrasi Hakim dan
Pegawa i

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKO L

26 Heru Setiawan Kepala Biro Humas dan Protokol

27 Fajar Laksono
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan
Kerjasama Dalam Neger i

28 Sri Handayani
Kepala Bagian Sekrertariat Tetap AACC da n
Kerja Sama Luar Neger i

29 Budi Wijayanto
Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan da n
Protoko l

30 Immanuel Bungkulan Hutasoit Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri
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31 Amriansyah Maulana Sekretaris Sekje n

32 Haifa Arief Lubis Sekretaris Sekjen

BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAA N

33 Wiryanto
Kepala Biro Hukum dan Administras i
Kepaniteraan

34 Ina Zuchriyah
Kepala Bagian Hukum dan Tata Usah a
Kepaniteraan

35 Johan Yustisianto
Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan
Teknis Persidanga n

36 Rafiuddin Kepala Sub Bagian Huku m

BIRO UMUM

37 Mulyono Kepala Biro Umum

38 Elisabeth
Kepala Bagian Rumah Tangga, Arsip cla n
Ekspedis i

39 Mundiri
Kepala Bagian Pengadaan dan
Penatausahaan Barang Milik Negara

40 Ardli Nuryadi Kepala Sub Bagian Rumah Tangga

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAA N

41 Ruhiyo
Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajia n
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaa n

42 Yuni Sandrawati
Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajia n
Perkara

43 Makhmudah
Kepala Bidang Perpustakaan clan Sejarah
Konstitus i

44 Nerpi Juita Sinurat Kepala Sub Bidang Tata Usaha

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKAS I

45 Budi Achmad Djohari
Kepala Pusat Teknologi Informasi da n
Komunikas i

46 Mula Pospos
Kepala Bidang Sistem Informasi da n
Layanan Data

47 Nor Rosyid Ardani
Kepala Bidang Infrastruktur, Jaringan, da n
Komunikas i

48 Jefriyanto Kepala Sub Bagian Tata Usah a

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUS I

49 Kurniasih Panti Rahayu
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi
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50 Nanang Subekti
Kepala Bidang Program da n
1 enyelenggaraa n

51 Imam Margono Kepala Bagian Umu m

52 Ardiansyah Salim Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi
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VII . JADWAL KEGIATAN

HAR I
TANGGAL

JAM URAIAN KETERANGA N

13.00-14.00 Registrasi Peserta

PEMBUKAA N

1 .

	

Menyanyikan Lagu Indonesi a
Raya dan Mars Mahkamah

- Mc. / M . Fade] F .Z .

- Dirigen/Andi Siti CB

Kamis
Konstitusi - Inspektur

14.00-15 .00 2 .

	

Laporan Penyelenggaraa n

4 April Kegiatan

2019 3 .

	

Sambutan Sekretaris Jendera l
MK dan Pembakaa n

4 .

	

Menyanyikan Hymn e
Mahkamah Konstitus i

5 .

	

Pembacaan Doa

- Sekretaris Jenderal

- Dirigen/Andi Siti C B

- M . Rizk i

15.00-15.15 Coffee Break

Arah dan Kebijaka n
Penyelenggaraan SPIP di

15.15 - 17.15 Lingkungan Kepaniteraan da n
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

- Sekretaris Jenderal
- Inspektu r

17.15-19.00 Ishoma

19 .00-21 .00 Overview Penyelenggaraan SPIP BPKP

21.00-	 Istira h a t

06.00-08.00 Sarapan

08 .00-10 .00 Konsep 5 Sub Unsur SPIP BPKP

Jum'at 10.00 - 10.15 Cofee Break

5 April
10.15 - 11 .15 Konsep 5 Sub Unsur BPKP

2019

11.15 - 13 .30 Ishoma

13 .30-15 .30 Tahapan Penyelenggaraan SPIP BPKP

1 1



15 .30-15.45 Cofee Break

15.45 17 .45
Prosedur clan Langkah Kerj a
Penyelenggaraan SPIP

BPKP

17.45-19.00 Ishoma

19.00 21 .00
Monitoring SPIP dan Finalisas i
Pedoman

BPKP

21 .00-	 Isti ra h a t

06.00 - 08.00 Sarapan

Sabtu, 08 .00-08 .30 Quis post test -

	

Panitia

6 April 08.30-10 .00 Penutupan -

	

Inspektur
2019 10 .00-12 .00 Check Out

VIII. RENCANA AKS I

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakima n

menurut UUD 1945 yang memiliki kewenanganan strategis dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguj i

undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan Lembag a

negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD1945, memutus pembubaran parta i

politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum .

Kewenangan strategis Mahkamah Konstitusi tersebut rnempunyai harusla h

dibarengi dengan pengawasan internal pada segala tindakan dan kegiatan yan g

dilakukan oleh organisasi .

Dalam konteks pengendalian intern terhadap organisasi, sebuah siste m

pengendalian merupakan suatu proses terintegrasi, memperoleh dukungan da n

peran serta para pimpinan dan pegawai serta mengarah pada pencapaian tujuan dan

dapat mengendalikan berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan .
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IX. SIMPULAN DAN REKOMENDAS I

1. Simpula n

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan serta pertanggungjawaba n

kegiatan Instansi Pemerintah, pimpinan Instansi Pemerintah wajib rnenerapka n

setiap unsur dari Sistem Pengendalian Intern . Sistem Pengendalian Intern memiliki

manfaat untuk mengetahui kinerja dan efektivitas serta untuk meningkatkannya .

Selain itu manfaat yang akan diperoleh adalah adanya kemampuan untuk melakuka n

identifikasi dan mengatasi risko utama seperti penggelapan, pemborosan ,

penyalahgunaan dan salah kelola .

Sistem Pengendalian Intern harus dipastikan sudah dirancang da n

diimplementasikan dengan baik serta terus diperbarui untuk memenuhi kebutuha n

lembaga dan kondisi lingkungan yang terus berubah .

Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jendera l

merupakan suatu proses terintegrasi, tidak dapat terlepas dari dukungan dan pera n

serta para pimpinan dan pegawai serta mengarah pada pencapaian tujuan .

Selain itu, diselenggarakannya Kegiatan Bimtek SPIP di Lingkungan Kepaniteraa n

dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan wujud nyata komitme n

inspektorat untuk mengawal visi dan misi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan

kewenangannya .

2. Rekomendas i

Ada beberapa rekomendasi untuk Kegiatan Bimtek Sistem Pengendalian Inter n

Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah

Konstitusi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah

Konstitusi, antara lain sebagai berikut :

1) Agar peserta Bimtek dapat lebih memperhatikan ketepatan waktu sesua i

rundown acara .

2) Agar kegiatan pre test dan post test dapat dikembangkan lebih lanjut karen a

menarik minat peserta dan sebagai alat ukur mengenai pemahaman pesert a

mengenai materi Bimtek .
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3) Agar kegiatan Bimtek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) d i

Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitus i

dapat dilaksanakan secara berkala dalam rangka menjaga dan meningkatka n

sistem pengendalian intern di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaria t

Jenderal Mahkamah Konstitusi .

X . BIAYA

Seluruh Biaya dalam kegiatan, dibebankan kepada DIPA Mahkamah Konstitus i

Nomor 077 .01.653910/2019 tanggal 5 Desember 2018, Pembebanan pada Mata Anggara n

Penyelenggaraan SPIP (077 .01 .01.3367. 965. 051D) .

Demikian Laporan kegiatan Bimtek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah d i

Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi ini kami bua t

sebagai sarana pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan .

Pawit Haryanto

NIP. 19640217 198503 1 00 2
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MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESI A
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERA L

www.mkri .id

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESI A
Nomor 31 Tahun 201 9

TENTAN G
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM

PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGA N
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUS I

TAHUN 2019

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUS I
REPUBLIK INDONESIA ,

Menimbang a. bahwa dalam rangka peningkatan efesiensi, efektifitas dan produktifitas penyelenggaraan
sistem pengendaliaan intern pemerintah serta dalam rangka meningkatkan Profesionalita s
Sumber Daya Manusia di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkama h
Konstitusi maka dipandang perlu dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Pedoman
Penyelengaraan Sistem Intern Pemerintah di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaria t
Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 ;

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Kegiatan
Bimbingan Teknis Pedoman Penyelengaraan Sistem Intern Pemerintah di Lingkunga n
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 ;

Mengingat 1 . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana tela h
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang -
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republi k
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo r
4286) ;

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bcrsih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups i
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 . Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemcrintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;

5 Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jendera l
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan



Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Preside n
Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitus i
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158) ;

6 Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER .SET.MK/2007 tentang
Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi ;

7 Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubaha n
atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTAN G
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTE M
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEPANITERAA N
DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUS1 TAHUN 2019 .

KESATU Menetapkan Kegiatan Bimbingan Teknis Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalia n
Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi Tahun 2019 pada tanggal 4 s .d 6 April 2019 bertempat di Royal Hotel, Kota Bogor
untuk sebagai berikut :

1. Menyamakan arah dan persepsi tentang Penyelenggaraan Pengendalian Intern
Pemerintah di Instansi Pemerintah bagi Satgas SPIP di Lingkungan Kepaniteraan da n
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi ;

2. Memberikan panduan tentang Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah d i
Instansi Pemerintah bagi Satgas SPIP di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaria t
Jenderal Mahkamah Konstitusi ;

KEDUA : Membentuk panitia dan staf pendukung yang bertugas mempersiapkan semua kelengkapa n
kegiatan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pedoma n
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kepaniteraa n
dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019, serta menetapkan Peserta da n
Narasumber sebagai berikut ;

NO NAMA NIP JABATAN KEDUDUKA N

1 M. Guntur Hamzah 196501081990021001 Sekretaris Jenderal Penangungjawab

2 Pawit Haryanto 196402171985031002 Inspcktur Ketua

3 Arshinta Fitridiyani 198407312010122001 Kepala

	

Sub
Bagian

	

TU
Inspektorat

Sekretari s

4 Amelia Desy Ratn a
Yuwita

19901227018012001 Calon Auditor Bendahar a

5 Novena Jati Nugraha 198011102006041001 Pengelola

	

Sarana
dan

	

Prasarana
serta

	

Dukungan
Daya Jasa

Perlengkapan



NO . NAMA JABATAN
1 M. Guntur Hamzah Sekretaris Jendera l
2 Muhidin Panitera

INSPEKTORAT — APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP )
3 Pawit Haryanto Inspektu r
4 Arshinta Fitridiyani Kasubag TU Inspektora t

5 Dhita Cantika Megatania Auditor Muda
6 Dian Dwi Hapsoro Auditor

7 Dwi Poesvitasari Auditor
8 Surya Muini Pangesti Pangadministrasi Umu m
9 Andi Siti Chadidjah Baso Calon Auditor
10 Amelia Desy Ratna Yuwita Calon Auditor
11 Dillon Davin Zebadiah Calon Auditor
12 M. Fadhel Fahrul Rozi Z Calon Auditor
13 Muhammad Rizki Calon Auditor
14 Radityo Herdana Calon Auditor
15 Wijang Ardi Rahmadi Calon Auditor

KEPANITERAA N

16 Triyono Edi Budhiarto Panitera Muda

17 Ida Ria Tambunan Panitera Muda

18 Cholidin Nasir Panitera Pengganti Tk . l

19 Saiful Anwar Panitera Pengganti Tk .1 1

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGA N

20 Tatang Garjito Kepala Biro Perencanaan dan Keuanga n

21 Endrizal Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluas i

22 Isti Widayanti Kepala Bagian Keuangan

23 Budi Hari Wibowo Kepala

	

Sub

	

Bagian

	

Program

	

dan
Anggaran

24 Syarief Hidayatullah Az Zaky Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Lapora n
Keuangan

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISAS I

25 Teguh Wahyudi Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan
Organisas i

26 Iman Sudinnan Kepala Bagian Sumber Daya Manusi a

27 Sigit Purnomo Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksan a
dan Fasilitas Reformasi Birokras i

28 Dede Agustina Naibaho Kepala Sub Bagian Administrasi Hakim
dan Pegawa i

29 Rimas Kautsar Kepala Sub Bagian Fasilitasi R B

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKO L

30 Heru Setiawan Kepala Biro Humas dan Protokol

31 Fajar Laksono Kepala Bagian Hubungan Masyarakat da n
Kerjasama Dalam Negeri

32 Sri Handayani Kepala Bagian Sekrertariat Tetap AAC C
dan Kerja Sama Luar Negeri



33 Budi Wijayanto Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan
Protoko l

34 Immanuel Bungkulan Hutasoit Kepala

	

Sub

	

Bagian

	

Kerjasama

	

Luar
Neger i

35 Puguh Apriyanto Sekretaris Sekje n
BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAA N
36 Wiryanto Kepala

	

Biro

	

Hukum

	

dan

	

Administrasi
Kepaniteraa n

37 Ina Zuchriyah Kepala Bagian Hukum dan Tata Usah a
Kepaniteraa n

38 Johan Yustisianto Kepala

	

Bagian

	

Fasilitas

	

dan

	

Pelayana n
Teknis Persidangan

39 Dewi Hastuti Kepala

	

Sub

	

Bagian

	

Tata

	

Usaha
Kepaniteraan

BIRO UMU M

40 Mulyono Kepala Biro Umu m

41 Elisabeth Kepala Bagian Rumah Tangga, Arsip dan
Ekspedis i

42 Mundiri Kepala

	

Bagian

	

Pengadaan

	

dan
Penatausahaan Barang Milik Negara

43 Akbar Anantajaya Kepala Sub Bagian Akuntansi dan laporan
BMN

PUSAT

	

PENELITIAN

	

DAN

	

PENGKAJIAN

	

PERKARA

	

DAN

	

PENGELOLAA N
PERPUSTAKAAN

44 Rubiyo Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaa n

45 Yuni Sandrawati Kepala Bidang Penclitian dan Pengkajian
Perkara

46 Makhmudah Kepala Bidang Perpustakaan dan Sejarah
Konstitus i

47 Nerpi Juita Sinurat Kepala Sub Bidang Tata Usaha

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKAS I

48 Budi Achmad Djohari Kepala

	

Pusat

	

Teknologi

	

Infonnasi

	

dan
Komunikas i

49 Nor Rosyid Ardani Kepala Bidang Infrastniktur, Jaringan, da n
Komunikas i

50 Jefriyanto Kepala Sub Bagian Tata Usaha

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

51 Kurniasih Panti Rahayu Kepala Pusat Pendidikan

	

Pancasila

	

dan
Konstitus i

52 Ardiansyah Salim Kepala Sub Bidang Program dan Evaluas i

STAFF PENDUKUN G

53 Panji Erawan Publikas i

54 Gani Publikasi



NARASUMBER
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitus i
2. Team Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

KETIGA

	

: Memberikan hak keuangan kepada Panitia, Peserta, Narasumber dan Staf Pendukun g
sebagaimana diatur ketentuan yang berlaku dan indeks berikut ini ;

NO JABATAN INDEKS KETERANGA N
(Rp)

A . Honor Narasumbe r

Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus 1 .700 .000,- O J

Menteri/Pejabat setingkat Menteri/ Pejabat
Negara Lainnya/ yang disetarakan

1 .700 .000,- O J

Pejabat Eselon 1/yang disetarakan 1 .400 .000,- O J
Pejabat Eselon II/yang disetarakan 1 .000 .000,- O J

Pejabat

	

Eselon

	

111

	

ke

	

bawah/

	

yang
disetarakan

900 .000.- O J

B . Honor Moderator 700 .000,- Orang/Kal i

C . Honor Paniti a
Penanggung Jawab 450 .000,- O K

Ketua 400 .000,- OK

Sekretaris/Anggota 300 .000,- OK

D . SPD
1 .

	

Uang Transport 300 .000,- one way

2 .

	

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam
Negeri

430 .000,- OH

3. Uang Harian Kegiatan Rapat Fullboard d i
Luar Kota

150 .000,- OH

KEEMPAT

	

Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DIP A
Mahkamah Konstitusi Nomor 077 .01 .653910/2019 tanggal 5 Desember 2018 ;

KELIMA

		

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya .

Ditetapkan di Jakarta ,
pada tanggal 4 Maret 201 9

SEKRETARIS JENDERA L

M. GUNTUR HAMZA H

Sekretaris Jenderal

	

Jln . Medan Merdeka Barat No . 6 Jakarta Pusat 1011 0

M . Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001

	

Telp : 021-23529000 Fax : 021-352017 7
Email : office@mkri .i d

Digital

	

Signature
mk743616025



LAMPIRAN II



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESI A
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No . 6 Jakata 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000 . Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman : wwwmahkamahkonshtusr .go .id

Nomor 10 t . 1/2900/PW.01/4/2019 2 April 201 9
Lamp .
Perihal : Permintaan Narasumber

Kepada Yth .
Bapak Mangaraja Surjadi Hutagao l
Kepala Sub Direktorat Lembaga Pengawasan Pemerintah Bidang Penegakan
Hukum, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negar a
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguna n
di -

Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi aka n
mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Pedoman Penyelenggaraan Siste m
Pengendalian Internal Pemerintah (SNIP) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaria t
Jenderal Mahkamah Konstitusi .

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon untuk menjadi narasumber pad a
acara tersebut yang akan diselenggarakan pada :

Hari

	

: Kamis s .d Sabtu

Tanggal

	

: 4 s .d 6 April 201 9

Waktu

	

: Jadwal Acara Terlampi r

Tempat

	

: Royal Hotel Bogo r

Jalan I n H . Juanda No 16, Bogor Tengah, Kota Bogo r

Atas bantuan dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terimakasih .

Pawit Haryanto
NIP . 19640217198503100 2

Tembusan :
Yth . Sekretans Jenderal Mahkamah Konstitus i



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No . 6 Jakata 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 1000 0
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261 . 3520177 Laman : www mahkamahkonstitus, go.i d

Nomor

	

: ic tX .2/2900/PW.01/4/2019

	

'2--April 201 9
Lamp .

	

-
Perihal

	

: Permintaan Narasumber

Kepada Yth .
Ibu Daissy Erdianthy
Auditor Mady a
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguna n
di -

Ternpa t

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi aka n
mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Pedoman Penyelenggaraan Siste m
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaria t
Jenderal Mahkamah Konstitusi .

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon untuk menjadi narasumber pad a
acara tersebut yang akan diselenggarakan pada :

Hari

	

: Kamis s .d Sabtu
Tanggal

	

: 4 s .d 6 April 201 9
Waktu

	

: Jadwal Acara Terlampi r
Tempat

	

: Royal Hotel Bogo r
Jalan Ir . H . Juanda No 16, Bogor Tengah, Kota Bogo r

Atas bantuan dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terirnakasih .

Pawit I ' ryanto
NIP . 19640217198503100 2

Temhusan :
Yth . Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

a .n Se<re ris le►deral ,
In ektt



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No . 6 Jakafa 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 1000 0
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman : wwwmahkamahkons0tusl .go .i d

Nomor

	

: (t,3 /2900/PW.01/4/2019

	

't_ April 201 9
Lamp .

	

. -
Perihal

	

: Permintaan Narasumbe r

Kepada Yth .
Ibu Eko Rahayuningsih
Auditor Muda
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguna n
di -

Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi aka n
mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Pedoman Penyelenggaraan Siste m

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaria t

Jenderal Mahkamah Konstitusi .
Sehubungan dengan hal tersebut, kami motion untuk menjadi narasumber pad a

acara tersebut yang akan diselenggarakan pada :

Hari

	

: Kamis s .d Sabtu

Tanggal

	

: 4 s .d 6 April 201 9

Waktu

	

: Jadwal Acara Terlampi r

Tempat

	

: Royal Hotel Bogo r
Jalan Ir. H . Juanda No 16, Bogor Tengah, Kota Bogo r

Atas bantuan dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terimakasih .

Pawit

	

ryanto
NIP . 19640217198503100 2

Temhusa n
Yth . Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No . 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 1000 0
Telepon (62-21) 23529000, Faksirnile (62-21) 3524261, 3520177 Laman : www.mkri id

Nomor

	

1013/PW.01/03/2019

	

22 Maret 201 9
Perihal

	

: Undangan Menjadi Narasumber

Kepada Yth .

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitus i

Bapak M. Guntur Hamza h

di -

Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa Inspektorat Mahkamah Konstitusi aka n
mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interna l
Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kepanitcraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi .

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak dapat menjadi narasumber pada acar a
tersebut yang akan diselcnggarakan pada :

Hari, Tanggal

	

: Kamis, 4 April 201 9
Waktu

	

: Jadwal Terlampi r
Tempat

	

: Royal Hotel Bogo r

Jalan Ir . H . Djuanda, Bogor Tengah, Kota Bogo r

Atas bantuan dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terimakasih .

Inspektur ,

Pawit Haryanto

NIP . 19640217198503100 2

Tembusan :

1. Y.M. Ketua Mahkamah Konstitusi ;
2. Y .M. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi .

Inspektur

	

Jin . Medan Merdeka Barat No . 6 Jakarta Pusat 1011 0
Pawit Haryanto, NIP. 19640217 198503 1 002

	

Fax : 021-3520177 Email : office@mkri .i d
Digital Signature
mk3299993476



LAMPIRAN III



INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERA L

Jalan Medan Merdeka aosmw ^ . xJakafa 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman : wwwmahkamahkonstitu&go .id

Nonnor : I gD/2900/PW.0I/3/2019

	

Maret 201 9
Lamp : 1(Smtu)Berkas

Perihal : U

	

n

KeuadaYtb

DaftarUudangautedanz ir

di -

7ampat

Denganbornzat bersorna ioibznmimmungundaoeBnnnk/!bubudirnada kegiata n
8irnbingonTebnis Pedoman PcnneenggaraanSisternPengmmdahan Internal Pemerinta h

(SPIP) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat !codcrai Mahkamah Konsdtus/ ,
bekerjasacnadeugaoBPKP7ahun2U19yang akandiue!enggacakanpada :

Hari

	

~ Ka/niso .dSabto
Tanggal

	

4s.d8April 28I 9
Waktu

	

)advxai/\caraTerluonpi r
Tempat

	

Royal Hotel Bogo r
Jalan Jr. H. Juanda No 16, Bogor Tengah, Kota Bogo r

Agar kegiatan berjalan lancar, tertib duo mengarah pada pencapaian tujuan ,

dihacopkauBapak/lburoengisihurnnkunfirroauikebadirandanhadirtepatvvak t

Atas kchodiraodankmrjasarna8apak/lbu,barniuoapbantcrirnahasi h

Pawit Haryanto
NIP . 19640217198503100 2

TembusaoYtb :
Sobretario/eodoro)K4ahkaruabKonstitusi



LAMPIRAN IV



46 Mula Pospos
Kepala Bidang Sistem Informasi dan Layana n
Data

47 Nor Rosyid Ardani
Kepala Bidang Infrastruktur, Jaringan, da n
Komunikasi

48 Jefriyanto Kepala Sub Bagian Tata Usaha

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

49 Kurniasih Panti Rahayu
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila da n
Konstitus i

50 Nanang Subekti
Kepala Bidang Program da n
Penyelenggaraan

51 Imam Margono Kepala Bagian Umum

52 Ardiansyah Salim Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



JADWAL KEGIATA N

BIMBINGAN TEKNIS DAN FINALISASI PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTE M

PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DA N

SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUS I

Royal Hotel, Kota Bogor, Tanggal 4 s .d 6 April 201 9

HARI

TANGGAL
JAM URAIAN KET

13.00-14.00 Registrasi Peserta

Kamis

PEMBUKAAN

1 .

	

Menyanyikan Lagu Indonesia Raya da n

Mars Mahkamah Konstitus i

2 .

	

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan

- Mc. / M. Fadel F .Z .
- Dirigen/Andi Siti C B

- Inspektu r

4 April 2019 14.00-15.00 3 .

	

Sambutan Sekretaris Jenderal MK da n

Pembukaan

4.

	

Menyanyikan Hymne Mahkamah

Konstitus i

5 .

	

Pembacaan Doa

Sekretaris Jendera l

Dirigen/Andi Siti C B

- M. Rizki

15.00-15.15 Coffee Break

15 .15 - 17 .15

Arab dan Kebijakan Penyelenggaraan SPI P

di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Sekretaris Jendera l

Jenderal Mahkamah Konstitusi
- Inspektu r

17.15-19 .00 Ishom a

19.00-21 .00 Overview Penyelenggaraan SPIP
BPK P

21 .00-	 Istiraha t

06.00-08.00 Sarapan

08.00-10 .00 Konsep 5 Sub Unsur SPIP BPK P

10.00 -10 .15 Cofee Break

10 .15 - 11.15 Konsep 5 Sub Unsur

11 .15 - 13 .30 Ishom a

Jum'at
13 .30-15.30 Tahapan Penyelenggaraan SPIP BPK P

5 April 2019
15 .30-15.45 Cofee Break

15 .45-17.45
Prosedur dan Langkah Kerja BPKP
Penyelenggaraan SPI P

17.45-19.00 Ishoma

19 .00-21.00 Monitoring SPIP dan Finalisasi Pedoman BPKP

21.00-	 Istiraha t

06.00 - 08 .00 Sarapan

08 .00-08.30 Penandatangan Pedoman -

	

Sekretaris Jendera l
Sabtu,

08 .30-10.00 Penutupan Sekretaris Jendera l
6 April 2019

10.00-12.00 Check Out



LAM PIRAN V



Rincian Anggaran Belanja
Bimtek Penyelenggaraan SPIP dan Finalisasi Pedoman SPI P

Royal Hotel, Bogor, Jawa Barat, 4$ April 201 9

KODE URMAN RINCIAN PERMfTIAI((iAN HAMA
SATUAN JUMLAN

1 2 4 JML 5 6
3367 .965

051

D

Layanan Audit Internal
Pengawasan Intern
Penyusunan /Penyempumaan Kebijaka n
Teknis Operaslonal dan Sistem 248,875,00 0
Pengawasan Internal

22,200,000521211 Belania Baha n
- SpandukBackdrop 1

	

BH

	

x

	

1 i KL

	

X

	

1

	

KEG 1 BH 6,000 .000 6,000,000
- Penggandaan Bahan 5

	

Dok

	

x

	

30

	

lbr

	

x

	

40

	

exp 6,000 Ibr 200 1,200,000
Seminar kit Pesert a
Seminar kit Panitla

52

	

ORG

	

x

	

1

	

HR

	

X

	

1 KE Gi
3

	

ORG

	

x

	

1

	

HR

	

X

	

1 KEG
5 2

3
BH
BH

250,000
250,000

13,000,000
750 .000

Seminar kd Narasumber 5

	

ORG

	

x

	

1

	

HR

	

X

	

1 KEG 5 BH 250,000 1,250,000
521213 Honor Output Kegiatan 2,900,000

•

	

Pengarah/penaggungjawab 1

	

ORG

	

x

	

1

	

KL

	

X

	

1 KEG 1 OK 750,000 750,00 0
-

	

Ketua 1

	

ORG

	

x

	

1

	

KL

	

X

	

1 KEG 1 OK 650,000 650 .00 0
Sekretaris 1

	

ORG

	

x

	

1

	

KL

	

X

	

1 KEG 1 OK 500,000 500,00 0

- Anggota 2

	

ORG

	

x

	

i

	

1

	

KL

	

X

	

1 KEG 2 OK 500 .000 1,000,00 0

522151 Belania Jasa Profess 40,000,000
- HonorNarasumber 5

	

ORG

	

x

	

8

	

OJ

	

X

	

1

	

KEG 40 OJ 1,000,000 40,000,00 0

524119
Belania Perialanan Dines Paket Meeting 33,600,000
Luar Kota
Uang Transport Luar Kota

Panitia dan Peserta 52

	

ORG

	

x

	

2

	

KL

	

x

	

1

	

KEG 104 OH 300,000 31,200,00 0
Uang Transport Tim Pendukung ( Publikasi 2

	

ORG

	

x

	

2

	

KL

	

x

	

2

	

KEG 8 OH 300 .000 2 .400 .000

Uang Harlan Luar Kota 20,700,000

Uang Harlan Fullboard (Peserta&Panitia) 52

	

ORG

	

x

	

2

	

HR

	

x

	

1

	

KEG 104 OH 150.000 15,600,00 0
Uang Henan Fullboerd Tim Pendukung 17

	

ORG

	

x

	

2

	

HR

	

x

	

1

	

KEG 34 OH 150,000 5 .100.00 0_ (Driver & Publikasi )
Uang Harlan Perialanan Dines 29,670,000

Uang Harlan (Peserta & Panto) 52
l

ORG

	

x

	

1

	

HR

	

x

	

1

	

KEG 52 OH 430 .000 22 .360,00 0
Uang Harlan Tim Pendukung (Driver &
Publikasi ) 17

	

ORG

	

x

	

1

	

HR

	

x

	

1

	

KEG 17 OH 430,000 7,310,000

Paket Meeting

	

- 96,405,00 0

-

	

Fullboard (Peserta, Narasumber, Panitia) 55

	

ORG

	

x

	

2

	

HR

	

x

	

1

	

KEG 110 OH 680 .000 74,800,000

Half Day 55

	

ORG

	

x

	

1

	

HR

	

x '

	

1

	

KEG 55 OH 331,000 18,205 .000
-

	

Kamer Tim Pendukung (Driver) 3

	

KMR

	

X

	

2

	

HR

	

x '

	

1

	

KEG 6 OH 400,000 2,400,000
Uang Representatif 4,400,000

-

	

Uang Representatif Es. I 2

	

ORG

	

x

	

2

	

HR

	

x

	

1

	

KEG 4 OH 200,000 800,000
-

	

Uang Representattf Es . II
_

	

_

	

_
12

	

ORG

	

x

	

2

	

HR

	

x

	

1

	

KEG 24 OH 150,000 3,600,000

Pawrt Haryanro
NIP 198402171985031002



LAM PIRAN VI



JADWAL KEGIATA N

BIMBINGAN TEKNIS DAN FINALISASI PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTE M

PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DA N

SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUS I

Royal Hotel, Kota Bogor, Tanggal 4 s.d 6 April 2019

HAR I
TANGGAL

JAM URAIAN KET

13.00-14.00 Registrasi Peserta

Kamis

PEMBUKAAN

1 .

	

Menyanyikan Lagu Indonesia Raya da n

Mars Mahkamah Konstitus i
2 .

	

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan

- Mc. / M. Fadel F .Z .
Dirigen/Andi Siti C B

-Inspektur
4 April 2019 14.00-15.00 3 .

	

Sambutan Sekretaris Jenderal MK da n

Pembukaan
4 .

	

Menyanyikan Hymne Mahkamah

Konstitus i
5 .

	

Pembacaan Doa

Sekretaris Jendera l

- Dirigen/Andi Siti C B

- M. Rizk i

15.00-15.15 Coffee Break

15 .15 - 17 .15

Arah dan Kebijakan Penyelenggaraan SPIP

di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Sekretaris Jendera l

Jenderal Mahkamah Konstitusi
- Inspektur

17.15-19 .00 Ishom a

19.00-21 .00 Overview Penyelenggaraan SPIP
BPK P

21.00-	 Istiraha t

06.00-08.00 Sarapan

08.00-10.00 Konsep 5 Sub Unsur SPIP BPK P

10.00 - 10.15 Cofee Break

10.15 - 11.15 Konsep 5 Sub Unsu r

11.15 - 13 .30 Ishom a

Jum'at 13.30-15 .30 Tahapan Penyelenggaraan SPIP BPK P
5 April 2019

15 .30-15 .45 Cofee Break

15 .45-17.45
Prosedur dan Langkah Kerja

BPK P
Penyelenggaraan SPI P

17.45-19.00 Ishoma

19.00-21.00 Monitoring SPIP dan Finalisasi Pedoman BPK P

21.00-	 Istirahat

06.00 - 08 .00 Sarapan

08.00-08.30 Quist Post Test -

	

Panitia
Sabtu,

08.30-10.00 Penutupan -

	

Inspektur
6 April 2019

10.00-12 .00 Check Out



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

SURAT TUGAS
NOMOR 32.2/2900/03/201 9

Menimbang a . bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pedoma n
Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jendera l
Mahkamah Konstitusi perlu menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasa n
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) :

b . bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perl u
menerbitkan Surat Tugas kepada narasumber yang namanya ditunjuk dalam
surat tersebut .

Mengingat 1 . Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Ata s
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretaria t
Jenderal Mahkamah Konstitusi :

2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 201 9
tentang Perubahan atas Persekjen Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisas l
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi :

3. Undangan Permintaan Narasumber dari Mahkamah Konstitusi nomo r
759/2900/PW .01/03/2019 tertanggal 21 Maret 2019 :

Memberi Tuga s
Kepada

	

:
NO NAMA/NIP

PANGKAT/

GOL . RUANG
JABATAN

1 ' M . Guntur Hamza h
NIP .196705131988021001

Pembina Utam a
Madya (IV/d) Sekretars Jendera l

2 Mangaraja S . Hutagaol Pembina Tk .l (IV/b) Kasubdit D2 . 1NIP 19670508198703100 1
3 Daisy Erdianthy Pembina (IV/a) Pengendali Tekni sNIP . 19900209201402200 1

Eko Rahayuningsi h
NIP .198401222010122001

Penata Muda Tk . I
(Ill/b) Auditor Muda

Untuk 1 Menjadi Narasumber dalam acara Bimbingan Teknis Pedoman Penyelenggaraa n
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepaniteraan da n
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagal beriku t
Hari/tanggal

	

Kamis s .d Sabtu, 4 s .d 6 April 201 9
Pukul

	

Jadwal Acara Terlampi r
Tempat

	

Royal Hotel Bogo r
Jalan Ir . H . Djuanda No 16 . Bogor Tengah . Kota Bogor- Jawa
Barat .

2 . Kepada yang bersangkutan untuk diberikan hak keuangan sesuai denga n
ketentuan yang berlaku .

Pawit " - nto
NIP . 19640217198503100 2

Tembusan Yth :
1. Bapak Sekertaris Jenderal Mahkamah Konstitusi :
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan .

Jaka . - .

	

M ret 201 9
a

	

Jendera l
I spek

Jalan Medan Merdeka Barat No 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 1000 0
Telepon (62-21) 23529000 . Faksimile (62-21) 3863452 . 3524261 Larnan .

	

mahkarnahkcnstrtusr qo _ c



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No . 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3863452 . 3524261 Laman rom;,

	

drkonstr(u Sr bra

SURAT TUGAS
NOMOR

	

3 /2900/04/201 9

Menimbang a . bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pedoma n
Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jendera l
Mahkamah Konstitusi perlu menugaskan pegawai sebagai moderato r

b . bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a . perlu
menerbitkan Surat Tugas kepada narasumber yang namanya ditunjuk dalam
su rat tersebut .

Mengingat 1 . Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Ata s
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretaria t
Jenderal Mahkamah Konstitus i

2 . Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 201 9
tentang Perubahan atas Persekjen Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretanat Jenderal Mahkamah Konstitusi :

Memberi Tugas
Kepada

NO

	

NAMA/NIP
PANGKAT/
GOL. RUANG

JABATAN

Pawit Haryanto

	

Pembina Utam ai .
1 NIP 196402171985031002

	

Madya (IV/d )

Untuk 1 . Menjadi Moderator dalam acara Bimbingan Teknis Pedoman Penyelenggaraa n
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepaniteraan da n
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai beriku t
Hari/tanggal

	

Karns 4 April 201 9
Puku(

	

Jadwal Acara Terlampi r
Tempat

	

Royal Hotel Bogo r
Jalan Ir . H . Djuanda No 16, Bogor Tengah . Kota Bogor- Jawa
Barat .

2 Kepada yang bersangkutan untuk diberikan hak keuangan sesuai denga n
ketentuan yang berlaku .

Pawit Haryant o
NIP . 19640217198503100 2

Tembusan Yth :
1. Bapak Sekertaris Jenderal Mahkamah Konstitusi ;
2. Kepada Biro Perencanaan dan Keuangan .

Jakarta, )-A p ril 201 9
a .n e' 1 -tarr . nderal
In . pekt

Inspektur



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESI A
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERA L

Jalan Medan Merdeka Barat No . 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3863452, 3524261 Laman : wwwmahkamahkonstrtusi acid

SURAT TUGAS
NOMOR : t( .I /ST .SPD/2900/PW .01/04/2019

Menimbang : a . bahwa dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Teknis Pedoma n
Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kepaniteraa n
dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu menugaskan staff
pendukung di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi ;

b . bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, peri u
menerbitkan Surat Tugas kepada staff pendukung yang namanya ditunjuk dala m
surat tersebut ;

Mengingat 1 . Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua ata s
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretaria t
Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;

2 . Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 201 9
tentang Perubahan atas Persekjen Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisas i
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi ;

Memberi Tugas
Kepada

	

Daftar nama terlampi r

Untuk : 1 . Melaksanakan tugas sebagai staff pendukung dalam acara Bimbingan Tekni s
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan SPIP di Lingkunga n
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

Hari/tanggal

	

: Kamis s .d Sabtu, 4 s .d 6 April 201 9
Pukul

	

: 08 .00 WIB s/d selesa i
Tempat

	

: Royal Hotel Bogo r
Jalan ir.H . Juanda No .16, Bogor Tengah, Kota Bogo r

2 . Kepada yang bersangkutan untuk diberikan hak keuangan sesuai denga n
ketentuan yang berlaku .

Pawit Haryant o
NIP.196402171985031002

Tembusan Yth :
1. Sekretaris Jenderal Mahkarnah Konstitusi ;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan .



Lampiran : Surat Tuga s
Nomor /2900/PW .01 /04/201 9
Tanggal April 2019

No Nama Jabatan Tangga l

1 . Mulya Suryana Supir Sekretaris Jenderal 4 s .d 6 April 201 9

2 . Ady Kurniawan Supir Panitera 4 s .d 6 April 201 9

3 . Saeful Huda Supir Inspektur 4 s .d 6 April 201 9

4 .

5 .

Indra Pumam a

Agus madriya

Supir Karo Renke u

Supir Kapus P4

4 s .d 6 April 201 9

4 s .d 6 April 201 9

6 . Tukimin Supir Biro Umum 4 s .d 6 April 201 9

7 . j Baron Yulianto Supir Biro HAK 4 s .d 6 April 201 9

8 . Novri Sheila I Supir Biro HP 4 s.d 6 April 201 9

9 . Andi Prasongko Supir Kapusdik 4 s .d 6 April 201 9

10 . Suryanata Supir Kapus TIK 4 s .d 6 April 201 9

11 .

12 .

Jafar Sodi k

Imam Suryadi

Supir Karo SDMO

Supir PanMud II

4 s .d 6 April 201 9

4 s .d 6 April 201 9

13 . Suwarto Supir Panmud III 4 s .d 6 April 201 9

14 . Janji Lestari Supir Operasional

	

1
4 s .d 6 April 201 9



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERA L

SURAT TUGA S
NOMOR : t'2 12900/PW.01/041201 9

Menimbang a . bahwa dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Teknls Pedoma n
Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kepaniteraa n
dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi . perlu menugaskan staff
pendukung di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkama h
Konstitus i

b . bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a . perlu
menerbitkan Surat Tugas kepada staff pendukung yang namanya ditunjuk dala m
surat tersebut :

Mengingat 1 Peraturan Presiden Nomor 65 Tabun 2017 tentang Perubahan Kedua ata s
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretaria t
Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia .

2 Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 201 9
tentang Perubahan atas Persekjen Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organlsas l
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi :

Memberi Tugas
Kepada

	

Daftar nama terlampi r

Untuk 1 Melaksanakan tugas sebagai staff pendukung dalam acara Bimbingan Teknls
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan SPIP di Lingkunga n
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai beriku t

Hari/tanggal

	

Kamis s .d Sabtu, 4 s .d 6 April 201 9
Pukul

	

: 08 .00 WIB s/d selesa i
Tempat

	

Royal Hotel Bogo r
Jalan Ir .H Juanda No .16 . Bogor Tengah . Kota Bogo r

2 . Kepada yang bersangkutan untuk diberikan hak keuangan sesuai denga n
ketentuan yang berlaku .

Pawit Haryant o
NIP . 19640217198503100 2

Tembusan Yt h
1

	

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi .
2 Kepala Biro Perencanaan dan Keuanga n

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000 . Faksimile (62-21) 3863452 . 3524261 Lamar ;vu ;nay r-u ! r~~strtusr~o c



Lampiran : Surat Tugas

Nomor :172 A /2900UzVV01041201 8
Tanggal :

	

et.—

	

April 2019

Baron Yulianto Supir Biro HAK 4 s .d 6 April 201 9

4 s .d 6 April 201 910 . Novri Sheila I Supir Biro HP

13 . Jafar Sodik Sup- Karp SDMO 4 s .d 6 April 201 9



LAM PIRAN VII



DAFTAR NADIR NARASUMBE R
BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP )

DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUS I
Royal Hotel, 4 s .d 6 April 201 9

: Kamis, 4 April 201 9

: Royal Hotel, Bogo r

NO NAMA JABATAN NO HP / EMAIL TANDA TANGAN KETERANGA N

1 M. Guntur Hamzah Sekretarias Jenderal 13't5 1

Hari/Tangga l
Pukul
Tempat



DAFTAR NADIR PESERTA KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAA N

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP )
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JEND I

MAHKAMAH KONSTITUS I
Royal Hotel, 4 s .d 6 April 201 9

Hari/Tanggal
Ses i
Puku l
Tempat

Kamis, 4 April 201 9
I/II/II I

Royal Hotel, Bogo r

NO NAMA TANDA TANGA N

1 M. Guntur Hamzah 1

2 Muhidin 2 y



DAFTAR HADIR UNDANGA N
BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAA N

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP )
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERA L

MAHKAMAH KONSTITUS I
Royal Hotel, 4 s.d 6 April 201 9

Hari/Tangga t
Ses i
Puku l
Tempat

Jum'at, 5 April 201 9
:I/II/II I

: Royal Hotel, Bogo r

NO NAMA TANDA TANGAN KETERANGAN

1 M. Guntur Hamzah 1

2 Muhidin 2



DAFTAR HADIR NARASUMBE R
BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAA N
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP )

DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERA L
MAHKAMAH KONSTITUS I

Hari/Tangga l
Sesi
Puku l
Tempat

Kamis, 4 April 2019
r/ I I I

; , CC

	

1~ CD
Royal Hotel, Bogo r

NO NAMA JABATAN NO HP / EMAIL TANDA TANGAN KETERANGA N

1 Arif Ardiyanto

Royal Hotel, 4 s .d 6 April 201 9

A

	

c->

1

2 Mangaraja Hutagaol A;.,~ W i~

	

(4 -

3 Daissy Erdianthy 3

_

4 Eko Raha unin sih



DAFTAR HADIR NARASUMBE R
BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAA N

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP )
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERA L

MAHKAMAH KONSTITUS I
Royal Hotel, 4 s .d 6 April 201 9

Hari/Tangga l
Ses i
Puku l
Tempat

Sa`n ; April 201 9
:

	

I

	

/

	

I I

	

I I I
00 _

: Royal Hotel, Bogo r

NO NAMA JABATAN NO HP / EMAIL TANDA TANGAN KETERANGA N

1 Arif Ardiyanto 1

2 Man ara a Huta aol ^

3 Daissy Erdianthy i k, :~'`

	

.

	

, 3

4 Eko Rahayuningsih I' n )̂ (T,\~p



DAFTAR NADIR NARASUMBE R
BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAA N

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP )
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERA L

MAHKAMAH KONSTITUS I
Royal Hotel, 4 s .d 6 April 201 9

Hari/Tangga l
Ses i
Puku l
Tempat

Jumat, 5 April 201 9
II / II I

Cb _ l k

	

S o
Royal Hotel, Bogo r

NO NAMA JABATAN NO HP / EMAIL TANDA TANGAN KETERANGA N

1 Arif Ardiyanto 1

2 Mangaraja Hutagaol ) e

	

L

3 Daissy Erdianthy 3

4 Eko Rahayuningsih ~,
~ l Q2 (•?(C

	

f 3(t 3 .} L



DAFTAR HADIR NARASUMBE R
BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAA N

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP )
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERA L

MAHKAMAH KONSTITUS I
Royal Hotel, 4 s .d 6 April 201 9

Hari /Tangga l
Ses i
Puku t
Tempat

Jumat, 5 April 201 9
I/II I
l

	

t~ -

	

n .)
: Royal Hotel, Bogo r

NO NAMA JABATAN NO HP / EMAIL TANDA TANGAN KETERANGA N

1 Arif Ardiyanto 1

2 Mangaraja Hutagaol~~' ctsb-L
2

3 Daissy Erdianthy (

	

( tt

	

( r~~~ kc— .4t~. 3

4 Eko Rahayuningsih
~l el c



DAFTAR HADIR NARASUMBE R

BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAA N
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP )

DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERA L
MAHKAMAH KONSTITUS I

Royal Hotel, 4 s .d 6 April 201 9

Hari/Tangga l
Ses i
Puku l
Tempat

Jumat, 5 April 201 9
I/II/II I

On - ~ct~r2 \

Royal Hotel . Bogo r

NO NAMA JABATAN NO HP / EMAIL TANDA TANGAN KETERANGAN

1 Arif Ardiyanto 1

2 Mangaraja Hutagaol t j ,_ r~-3 2

	

1

3 Daissy Erdianthy A

	

\U,,9

	

r lc

	

' ,~ c ~j 3 )--_:--'

4 Eko Rahayuningsih >`i`. 4 1 ►~_



DAFTAR HADIR NARASUMBE R
BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAA N

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP )
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERA L

MAHKAMAH KONSTITUS I
Royal Hotel, 4 s .d 6 April 201 9

Hari/Tangga l
Ses i
Puku t
Tempat

: Sabtu, 6 April 201 9

0 II/II I

: Royal Hotel, Bogo r

NO NAMA JABATAN NO HP / EMAIL TANDA TANGAN KETERANGA N

1 Aril Ardiyanto 1

2 Mangaraja Hutagaol ~a

3 Daissy Erdianthy
6\.24-c ~, Q

	

1,
3

4 Eko Rahayuningsih



DAFTAR NADIR MODERATOR
BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP )

DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUS I
Royal Hotel, 4 s .d 6 April 201 9

Hari /Tangga l
Puku t
Tempat

: Kamis, 4 April 201 9

: Royal Hotel, Bogo r

NO NAMA JABATAN NO HP / EMAIL TANDA TANGAN KETERANGAN

1 Pawit Har autoY Ins ektu rP 1

	

/



r
DAFTAR NADIR PESERT A

BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAA N
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP )

DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERA L
MAHKAMAH KONSTITUS I

Royal Hotel, 4 s .d 6 April 201 9

Hari/Tanggal
Ses i
Puku l
Tempat

K mis, 4 April 201 9
II

	

II / II I
:~. (—l3 .a): Royal Hotel, Bogor

NO NAMA TANDA TANGAN KETERANGAN

INSPEKTORAT - APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTA IP

	

J
1 Pawit Haryanto 1

2 Arshinta Fitridiyani 2

	

t I

3 Dhita Cantika Megatania 3 -

4 Dian Dwi Hapsoro 4

	

,

	

\(~~►1 `~I~J~' '

5 Dwi Poesvitasari 5 r {
6 Surya Murni Pangesti 6

7 Andi Siti Khodijah Baso 7 4

8 Amelia Desy Ratna Yuwita 8

9 Dillon Davin Zebadia h

10 M . Fade( Fahrul Rozi Z 1 0

11 M . Rizki 1 1

12 Radityo Herdana 1 2

13 Wijang Ardi Rahmadi 1 3

KEPANITERAAN

14 Triyono Edi Budhiarto 14

	

/ .



15 Ida Ria Tambunan 1 5

16 Cholidin Nasir 1 6

17 Saiful Anwar 1 7

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGA N

18 Tatang Garjito 1

	

i

	

l

19 Endrizal 19

	

T

20 Isti Widayanti 20

21 Budi Had Wibowo 2 1

22 Syarief Hidayatullah Az Zaky 2 2

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISAS I

23 Teguh Wahyudi t/2-7 •
24 Iman Sudirman 24

25 Sigit Purnomo 2 5

26 Dede Agustina Naibaho i 26

27 Rimas Kautsar i

	

27

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKO L

28 Heru Setiawan 28

	

f
29 Fajar Laksono 2

30 Sri Handayani 30

31 Budi Wijayanto 31

	

t ° I

32 Immanuel Bungkulan Hutasoit 3 2

33 Puguh Apriyanto j

	

33 ~Q .
v tt

BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAA N

34 Wiryanto 34

35 Ina Zuchriyah 35 -k 	 t,



36 Johan Yustisianto 36~(j'''~
37 Dewi Hastuti 3 7

BIRO UMU M

38 Mulyono 38 \I-39 Elisabeth 3 9

40 Mundiri 40

41 Akbar Anantajaya 41

	

ti

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN PER

	

STAKAAN

42 Rubiyo 42

43 Yuni Sandrawati 42

	

J l

	

!! —',

44 Makhmudah 44

	

~~

45 Nerpi Juita Sinurat 45 L~(

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKAS I

46 Budi Achmad Djohari 14 6

47 Nor Rosyid Ardani 647

48 Jefriyanto 48

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUS I

49 Kurniasih Panti Rahayu 49

50 Ardiansyah Salim 50



DAFTAR HADIR PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAA N
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP )

DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERA L
MAHKAMAH KONSTITUS I

Royal Hotel, 4 s.d 6 April 201 9

Hari/Tangga t
Ses i
Puku t
Tern pat

Kamis, 4 April 201 9
I/~.,/II I

Royal Hotel, Bogor

NO NAMA TANDA TANGAN KETERANGAN
INSPEKTORAT - APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINT .

1 Pawit Haryanto 1 L

2 Arshinta Fitridiyani 2

	

Idlfr-q
3 Dhita Cantika Megatania 3

4 Dian Dwi Hapsoro 4 o ,~( kt, 1

5 Dwi Poesvitasari 5

	

F

6 Surya Murni Pangesti 6

7 Andi Siti Chadidjah Baso 7

	

f

8 Amelia Desy Ratna Yuwita 8

9 Dillon Davin Zebadiah 9 Z

10 M. Fadet Fahrul Rozi Z 10 ;f-

11 M. Rizki 11~'/ ~- 3 '

12 Radityo Herdana 12 /,

13 Wijang Ardi Rahmadi W'''"
KEPANITERAAN

14 Triyono Edi Budhiarto 1 4

15 Ida Ria Tambunan 15



16 Cholidin Nasir 1 6

17 Saiful Anwar 11 7

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

18 Tatang Garjito 18 '

	

~/

	

/

19 Endrizat 1 9

20 Isti Widayanti ~---

	

2 0

21 Budi Hari Wibowo 21

	

\
J

22 Syarief Hidayatultah Az Zaky 22

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISAS I

23 Teguh Wahyudi 12' : %3 --

24 Iman Sudirman 24
~.j

25 Sigit Purnomo 2 5

26 Dede Agustina Naibaho 2 6

27 Rimas Kautsar 27

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKO L

28 Heru Setiawan 2 8

29 Fajar Laksono 2

	

,

	

,

30 Sri Handayani 30

31 Budi Wijayanto 3 1

32 Immanuel Bungkutan Hutasoit 3 2

33 Puguh Apriyanto
,f'

33

BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN
,/

34 Wiryanto 34

35 Ina Zuchriyah 3 5

36 Johan Yustisianto 36

37 Dewi Hastuti / 37 ----I

	

'"



BIRO UMUM

38 Mulyono 38

39 Elisabeth 39

	

-' /

40 Mundiri 40

41 Akbar Anantajaya 41
"\J

'PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAA N

42 Rubiyo 42

	

''- 'J ---r
43 Yuni Sandrawati 43

44 Makhmudah 44

45 Nerpi Juita Sinurat 45

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKAS I

46 Budi Achmad Djohari 46

47 Nor Rosyid Ardani 47

48 Jefriyanto 48

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUS I

49 Kurniasih Panti Rahayu 49

50 Ardiansyah Satim 50



DAFTAR NADIR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAA N

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP )
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERA L

MAHKAMAH KONSTITUS I
Royal Hotel, 4 s .d 6 April 201 9

Hari/Tanggat
Ses i
Puku t
Tempat

Jumat,_April 201 9
I/ I I

	

I I

Royal Hotel . Bogo r

NO NAMA TANDA TANGAN KETERANGA N

INSPEKTORAT - APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINT IP , .
/

1 Pawit Haryanto 1

2 Arshinta Fitridiyani 2

3 Dhita Cantika Megatania 3

4 Dian Dwi Hapsoro 4

5 Dwi Poesvitasar i

6 Surya Murni Pangesti 6

7 Andi Siti Chadidjah Baso 7

8 Amelia Desy Ratna Yuwita 8
--l ~ ,

9 Dillon Davin Zebadia h

10 M. Fadel Fahrul Rozi Z 1 0

11 M . Rizki 1 1

12 Radityo Herdana 12 ///
13 Wijang Ardi Rahmadi 1 3

KEPANITERAA N

14 Triyono Edi Budhiarto 14



15 Ida Ria Tambunan 1 5

16 Chotidin Nasir 16'~ ~

I
17

	

ISaiful Anwar 17
i

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGA N

18 Tatang Garjit o

19 Endrizat
j

1 9

20 Isti Widayanti 2 0

21 Budi Hari Wibowo 2 1

22 Syarief Hidayatultah Az Zaky 22

	

C),.7

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISAS I

23 Teguh Wahyud i

24 Iman Sudirman 2 4

25 Sigit Purnomo 2 5

26 Dede Agustina Naibaho 26

27 Rimas Kautsar 2 7

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKO L

28 Heru Setiawan 1 2 8

29 Fajar Laksono Zit

30 Sri Handayani 30 I

V31 Budi Wijayanto 31

	

` h

32 Immanuel Bungkulan Hutasoit 3 2

33 Puguh Apriyanto 3 3

BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAA N

34 Wiryanto 34

35 Ina Zuchriyah 35



36 Johan Yustisianto 36

37 Dewi Hastuti 37

BIRO UMUM

38 Mulyono 3 8

39 Elisabeth X39

	

~J:4 --

40 Mundiri 40

41 Akbar Anantajaya i

	

4 1

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN . PERPUSTAKAA N

42 Rubiyo 4 2

43 Yuni Sandrawati 43

	

,,--

44 Makhmudah 44

45 Nerpi Juita Sinurat 45

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKAS I

46 Budi Achmad Djohari 46

47 Nor Rosyid Ardani 47

48 Jefriyanto 48

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUS I

49 Kurniasih Panti Rahayu 49

50 Ardiansyah Salim 50ZQ,~`,



DAFTAR HADIR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAA N

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP )
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERA L

MAHKAMAH KONSTITUS I
Royal Hotel, 4 s .d 6 April 201 9

Hari/Tangga l
Ses i
Puku t
Tempat

: Jumat, 5 April 201 9
:6) II/II I
: of cc'

	

-
: Royal Hotel, Bogo r

NO NAMA TANDA TANGAN KETERANGAN

INSPEKTORAT - APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERIN

	

(A lP )

1 Pawit Haryanto 1

2 Arshinta Fitridiyani 2

3 Dhita Cantika Megatania 3 `

4 Dian Dwi Hapsoro

5 Dwi Poesvitasari 5~/^

6 Surya Murni Pangesti 6

7 Andi Siti Chadidjah Baso 7

	

.

8 Amelia Desy Ratna Yuwita 8 ._jAlfj

9 Dillon Davin Zebadiah 9

10 M. Fadel Fahrul Rozi Z 1 0

11 M. Rizki 1 1

12 Radityo Herdana 12 74/

13 Wijang Ardi Rahmadi

KEPANITERAAN

14

	

ITriyono Edi Budhiarto 14



15 Ida Ria Tambunan 15

	

I V
16 Cholidin Nasir 1 6

17 Saiful Anwar 1 7

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGA N

18 Tatang Garjito 1 8

19 Endrizal 1 9

20 Isti Widayanti 20

21 Budi Hari Wibowo 2 1

22 Syarief Hidayatullah Az Zaky
7
h22

	

iY~-
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISAS I

23 Teguh Wahyudi .04

24 man Sudirman 124 ;/

25 Sigit Purnomo /f

	

25

26 Dede Agustina Naibaho
/l

	

r
26

27 Rimas Kautsar 2 7

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKO L

28 Heru Setiawan 28

29 Fajar Laksono 29

30 Sri Handayani 30

31 Budi Wijayanto 1

	

31

	

t̀

32 Immanuel Bungkulan Hutasoit 3 2

33 Puguh Apriyanto K

	

3 3

BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAA N

34 Wiryanto 34

35 na Zuchriyah 35

	

'1



36 Johan Yustisianto 3 6

37 Dewi Hastuti 37

BIRO UMUM

38 Mulyono 3 8

39 Elisabeth 39 ~ ~

40 Mundiri 40

	

Vs

41 Akbar Anantajaya 4 1

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAA N

42 Rubiyo 42

	

ALL ('n-L.

43 Yuni Sandrawati 43

44 Makhmudah 44

	

(7-_ .

45 Nerpi Juita Sinurat 45

	

~
n^ ~ t

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKAS I

46 Budi Achmad Djohari 46

	

.k<
47 Nor Rosyid Ardani 47

	

~f

48 Jefriyanto 48

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUS I

49 Kurniasih Panti Rahayu 49

50 Ardiansyah Salim 50 /



DAFTAR NADIR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAA N

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP )
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERA L

MAHKAMAH KONSTITUS I
Royal Hotel, 4 s .d 6 April 201 9

Hari/Tangga t
Sesi
Puku t
Tempat

: Ju

	

, 5 April 201 9
:I/II/II I

: Royal Hotel, Bogor

NO NAMA TAND
g
A TANGAN KETERANGA N

INSPEKTORAT - APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERI

	

• J(APIP )

1 Pawit Haryanto 1
I

2 Arshinta Fitridiyani 2

3 Dhita Cantika Megatania 3

4 Dian Dwi Hapsoro 4 ~~~ ~

"5 Dwi Poesvitasar i

6 Surya Murni Pangesti 6

7 Andi Siti Chadidjah Baso 7

8 Amelia Desy Ratna Yuwita 8

9 Dillon Davin Zebadiah 9

	

z

10 M. Fadet Fahrul Rozi Z 10
J.

11 M . Rizki 1 1

12 Radityo Herdana 1 2

13 Wijang Ardi Rahmadi 1 3

KEPANITERAA N

14 Triyono Edi Budhiarto 14 7



15 Ida Ria Tambunan 15

	

r

16 Chotidin Nasir
+

16'

	

V
17 Saiful Anwar 17

	

,

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGA N

18 Tatang Garjit o

19 Endrizal 1 9

20 Isti Widayanti 20

21 Budi Hari Wibowo 2 1

22 Syarief Hidayatultah Az Zaky 2 2

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI

	

A

23 Teguh Wahyudi ik4 '

24 !man Sudirman 24

25 Sigit Purnomo 25

	

," fG+2 V

26 Dede Agustina Naibaho 26

27 Rimas Kautsar 27

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKO L

28 Heru Setiawan 28

	

s,-" -

29 Fajar Laksono 29 —___
30 Sri Handayani 30 ''

31 Budi Wijayanto ( J

	

3 1

32 Immanuel Bungkutan Hutasoit 32

33 Puguh Apriyanto
i 3 3

BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN

	

L

34 Wiryanto 3 4

35 Ina Zuchriyah 35

	

</,._



36 Johan Yustisianto 36

	

'

	

--

37 Dewi Hastuti 3 7

BIRO UMUM

38 Mulyono 38

39 Elisabeth 3 9

40 Mundiri 40

41 Akbar Anantajaya 4 1

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN PtR USTAKAAN

42 Rubiyo 42

43 Yuni Sandrawati 43

44 Makhmudah 44

45 Nerpi Juita Sinurat i

	

45 j

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKAS I

46 Budi Achmad Djohari 46

47 Nor Rosyid Ardani 47

48 Jefriyanto 48

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUS I

49 Kurniasih Panti Rahayu 49

50 Ardiansyah Salim 50

	

~~0.Nr•N.r~-r



DAFTAR NADIR PESERT A
BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAA N
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP )

DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERA L
MAHKAMAH KONSTITUS I

Royal Hotel, 4 s .d 6 April 201 9

Hari/Tanggat
Ses i
Puku l
Tempat

: Sabtu, 6 April 201 9
II

	

/

	

II I

: Royal Hotel, Bogo r

NO NAMA TANDA TANGAN KETERANGA N
F

INSPEKTORAT - APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINT

	

PIP

1 Pawit Haryanto I1

	

R

2 Arshinta Fitridiyani 2
n ~

	

Y

3 Dhita Cantika Megatania 3

	

rf

4 Dian Dwi Hapsoro 4

5 Dwi Poesvitasari 5

	

ff —'

6 Surya Murni Pangesti 6

7 Andi Siti Chadidjah Baso 7

8 Amelia Desy Ratna Yuwita 8

9 Dillon Davin Zebadiah 9

	

=;

10 M. Fadet Fahrut Rozi Z 1 0

11 M. Rizki 1 1

12 Radityo Herdana 12
/
//
/

13 Wijang Ardi Rahmadi 1 3

KEPANITERAA N

14 Triyono Edi Budhiarto 14 /



15 Ida Ria Tambunan 15

	

—

16 Cholidin Nasir 16

	

at

	

1/n ,

17 Saifut Anwar 17

	

_

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGA N

18 Tatang Garjito 18

19 Endrizat 1 9

20 Isti Widayanti 20

21 Budi Hari Wibowo 21 {_ >

22 Syarief Hidayatutlah Az Zaky 22

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISAS I

23 Teguh Wahyud i

24 Iman Sudirman 24

25 Sigit Purnomo 2 5

26 Dede Agustina Naibaho 26

	

( 1

27 Rimas Kautsar 27

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKO L

28 Heru Setiawan 28

	

`

29 Fajar Laksono 29

	

—

30 Sri Handayani 30

31 Budi Wijayanto 3 1

32 Immanuel Bungkutan Hutasoit 3 2

33 Puguh Apriyanto iJ

	

33

	

/

BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAA N

34 Wiryanto 34

35 Ina Zuchriyah



36 Johan Yustisianto 36

37 Dewi Hastuti 37

BIRO UMUM

38 Mulyono 38 L

39 Elisabeth 39'--

	

--

40 Mundiri 40

41 Akbar Anantajaya 4 1

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAA N

42 Rubiyo 42

43 Yuni Sandrawati 43

44 Makhmudah 44

45 Nerpi Juita Sinurat 45
a-f"mac_

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKAS I

46 Budi Achmad Djohari 46

47 Nor Rosyid Ardani 47

48 Jefriyanto 48

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUS I

49 Kurniasih Panti Rahayu 49

50 Ardiansyah Salim I 50

	

‘.+'



DAFTAR HADIR DRIVE R
BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAA N

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP )
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERA L

MAHKAMAH KONSTITUSI
Royal Hotel, 4 s.d 6 April 201 9

Hari/Tangga l
Ses i
Puku l
Tempat

Kamis, 4 April 201 9
I / I I/ I I I

Royal Hotel . Bogor

NO NAMA TANDA TANGAN KETERANGAN
INSPEKTORAT - APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP )

1 Mulya Suryana 1

2 Ady Kurniawan 2

3 Saeful Huda

4 Indra Purnama 4

	

1`1`

5 Agus Madriya 5

6 Tukimin 6

	

g.

7 Baron Yulianto 7

8 Novri Shelia 8

9 Andi Prasongko 9

	

-

10 Suryanata 1 0

11 Jafar Sodik 1 1

12 -stn- V~ 12 ~1M ~ti

13 Suwarto 1 3

14 Janji Lestari 14



DAFTAR NADIR DRIVE R
BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAA N

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP )
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERA L

MAHKAMAH KONSTITUSI
Royal Hotel, 4 s.d 6 April 201 9

Hari/Tangga l
Sesi
Puku l
Tempat

: Kamis, 4 April 201 9
:I/II/II I

Royal Hotel, Bogo r

NO NAMA TANDA TANGAN KETERANGA N

INSPEKTORAT - APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP )

1 Mulya Suryana 1 t

2 Ady Kurniawan 2 19
3 Saeful Huda 3

4 Indra Purnama 4

5 Agus Madriya 5

	

; <<

6 Tukimin 6 4---w

7 Baron Yulianto 7

8 Novri Shelia 8

9 Andi Prasongko 9

	

—

10 Suryanata 1 0

11 Jafar Sodik 1 1

12 i KE"vth diuUi~10 12 .Mm T w

13 Suwarto 13

	

/`,

14 Janji Lestari 14



DAFTAR HADIR DRIVE R
BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAA N

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP )
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERA L

MAHKAMAH KONSTITUSI
Royal Hotel, 4 s .d 6 April 201 9

Hari/Tangga t
Ses i
Puku l
Tempat

Jum'at, 5 April 201 9
I / II / II I

Royal Hotel, Bogor

NO NAMA TANDA TANGAN KETERANGA N

INSPEKTORAT - APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP )

1 Mutya Suryana 1

2 Ady Kurniawan 2

3 Saefut Huda 3 x;~
4 Indra Purnama 4 4
5 Agus Madriya 5

	

. `=. ._

	

.

6 Tukimin 6 ;'

	

j,,

7 Baron Yutianto 7

8 Novri Sheila 8 '

9 Andi Prasongko 9

10 Suryanata 1 0

11 Jafar Sodik 1 1

12 ~i KeVih ~iJ■r)t*0J 12 !~►^'

	

J

13 Suwarto 1 3

14 Janji Lestari 14
tiL



DAFTAR HADIR DRIVE R
BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAA N

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP )
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERA L

MAHKAMAH KONSTITUS I
Royal Hotel, 4 s.d 6 April 201 9

Hari/Tangga t
Ses i
Puku l
Tempat

Jum'at, 5 April 201 9
I/ I I/ I I I

Royal Hotel, Bogo r

NO NAMA TANDA TANGAN KETERANGA N

INSPEKTORAT - APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP )

1 Mutya Suryana 1

2 Ady Kurniawan J

	

2

3 Saeful Huda 3 ` f
f

4 Indra Purnama 4

	

( .

5 Agus Madriya 5fl'

	

--

6 Tukimin 6

7 Baron Yulianto 7

	

'`

8 hiovri Shelia 8

9 Andi Prasongko 9

10 Suryanata
s/

	

10

	

( f

11 Jafar Sodik 11
l

12 ttlie

	

rArr-ya~i

	

~V l n

	

\,ll (GtI UCH () 1 2

13 Suwarto 1 3

14 Janji Lestari 14



DAFTAR HADIR DRIVE R
BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAA N

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP )
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERA L

MAHKAMAH KONSTITUSI
Royal Hotel, 4 s.d 6 April 201 9

Hari /Tangga t
Ses i
Puku l
Tempat

Jum'at, 5 April 201 9
:I/II/II I

: Royal Hotel, Bogo r

NO NAMA TANDA TANGAN KETERANGAN
INSPEKTORAT - APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP )

1 Mutya Suryana 1

2 Ady Kurniawan 2

3 Saeful Huda 3 CP '
4 Indra Purnama

f
4

	

,''Ac
5 Agus Madriya 5

6 Tukimin 6 P-
7 Baron Yutianto 7

8 Novri Sheila 8

9 Andi Prasongko 9

10 Suryanata 1 0

11 Jafar Sodik 1 1

12 12

	

V1i~

	

k,U\4(c

	

Gr1F(,'

13 Suwarto 1 3

14 Janji Lestari 14



DAFTAR HADIR DRIVE R
BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAA N

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP )
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERA L

MAHKAMAH KONSTITUS I
Royal Hotel, 4 s.d 6 April 201 9

Hari/Tangga l
Ses i
Puku l
Tempat

Sabtu, 4 April 201 9
I/II/II I

Royal Hotel, Bogo r

NO NAMA TANDA TANGAN KETERANGA N

INSPEKTORAT - APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP )

1 Muiya Suryana 1

2 Ady Kurniawan 2

3 Saefut Huda 3 //ti '

4 Indra Purnama 4

5 Agus Madriya 5 t 3

6 Tukimin 6

	

,

7 Baron Yulianto 7

8 Novri Shelia 8

9 Andi Prasongko 9

	

—

10 Suryanata 1 0

11 Jafar Sodik 1 1

12 di_ Kvc n VC( at 1(0 1 2

13 Suwarto 1 3

14 Janji Lestari 14



DAFTAR NADIR STAF PENDUKUN G
BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAA N

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP )
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERA L

MAHKAMAH KONSTITUS I
Royal Hotel, 4 s .d 6 April 201 9

Hari/Tangga t
Ses i
Puku t
Tempat

Kamis, 4 April 201 9
I

	

/ I I I
illy:: -- 1 .OG ()-/ 6
Royal Hotel, Bogor

NO NAMA TANDA TANGAN KETERANGA N
ff

1 Novena Jati Nugraha 1

	

r

2 lam'-

	

fr-/A-- 2
3 ,, 3

	

-



DAFTAR HADIR STAF PENDUKUN G
BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAA N

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP )
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERA L

MAHKAMAH KONSTITUS I
Royal Hotel, 4 s .d 6 April 201 9

Kamis,,4April 201 9
/ I I

kO

	

CL -

	

SZ\L1/', . •
Royal Hotel, Bogor

NO NAMA TANDA TANGAN KETERANGAN

1 Novena Jati Nugraha 1

2

3 ~~ 3

Hari /Tanggal
Ses i
Puku l
Tempat



DAFTAR HADIR STAF PENDUKUN G
BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAA N

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP )
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERA L

MAHKAMAH KONSTITUS I
Royal Hotel, 4 s .d 6 April 201 9

Hari/Tangga l
Ses i
Pukul
Tern pat

: Jumat. 5 April 201 9
CI) II / II I

oa cc,

	

' eles<<
: Royal Hotel, Bogo r

NO NAMA TANDA TANGAN KETERANGA N

1 Novena Jati Nugraha 1

	

\~

2 ( ~tn?t

	

F racer 2

3 c? Ni 3

	

L



DAFTAR NADIR STAF PENDUKUN G
BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAA N
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP )

DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERA L
MAHKAMAH KONSTITUS I

Royal Hotel, 4 s .d 6 April 201 9

Hari/Tangga l
Ses i
Puku l
Tern pat

Ju at, 5 April 201 9
:

	

I

	

II

	

II I

: Royal Hotel, Bogo r

NO NAMA TANDA TANGAN KETERANGA N

1 Novena Jati Nugraha 1

	

V'vk-
2 ~,J G~ t, ti . 2 ~-

3 fE

	

r 3

	

4-



DAFTAR HADIR STAF PENDUKUN G
BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAA N

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP )
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERA L

MAHKAMAH KONSTITUS I
Royal Hotel, 4 s .d 6 April 201 9

Hari/Tangga l
Ses i
Puku t
Tern pat

Jumat, 5 April 201 9
I/II/ I
yl

	

(1u -

: Royal Hotel, Bogor

NO NAMA TANDA TANGAN KETERANGAN

1 Novena Jati Nugraha 1

2 r A r/ 2__

3 `~``~' 3

	

1.--



DAFTAR HADIR STAF PENDUKUN G
BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELENGGARAA N
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP )

DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERA L
MAHKAMAH KONSTITUS I

Royal Hotel, 4 s .d 6 April 201 9

Hari /Tangga t
Ses i
Puku l
Tempat

Sbtu, 6 April 201 9
II/!I I

1

	

t~l Srt
: Royal Hotel . Bogor

NO NAMA TANDA TANGAN KETERANGAN

1 Novena Jati Nugraha 1

2 2

3 3



LAMPIRAN VIII



ARAH DAN KEBIJAKAN SPIP
DI LINGKUNGAN KEPANITEMA

H
RAAN

KONSTITUS I
DAN SEKRETARIAT

JENDERAL MAHKA

Hotel Royal Bogor, 6 April 2019

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah ., S .H., M. H

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Siste m
pengendalian Intern Pemerintah ;

2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1 0
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalia n
Intern Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Konstitusi ;

3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraa n
dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi ;

4. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomo r
37 .2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Tuga s
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah d i
Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkama h
Konstitusi



Materi

1. Overview Satgas dan Pelaksanaa n
Penyelenggaraan SPI P

2. Strategi Peningkatan Maturitas SPI P

Overview Satgas dan
Pelaksanaan

Penyelenggaraan SPIP



KEDUDUKAN SATGAS SPIP M K
Sesuai SK Sekjen Nomor 37 .2 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerinta h

SEKRETARIS JENDERAL
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DAN
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PENYELENGGARA N
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PANCASILA DA N
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SPIP
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MUDA II

	

MUDAII I

N YE LE NGGAHn :.
SPI P

Tujuan dan Tugas Pokok Satgas SPI P

• Satgas SPIP di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaria t
Jenderal Mahkamah Konstitusi dibentuk bertujuan untu k
membantu Pimpinan dalam penyelenggaraan SPI P

• Tugas pokok dan fungsi Satgas SPIP adalah mengkoordinasika n
dan mengawal pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraa n
SPIP, serta memfasilitasi seluruh kebutuhan atas materi yan g
diperlukan dalam melaksanakan SPIP



Unsur - Unsur SPIP

*) PP Nomor 60 Tahun 2008

Tujuan Penyelenggaraan SPI P

1.

	

Pencapaian kegiatan yang efektif dan efisien ;
2. Keandalan Laporan Keuangan (LK) ;
3.

	

Melindungi aset organisasi ;
4. Kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, da n

ketentuan yang berlaku .



STRATEGI
PENINGKATAN

MATURITAS SPIP

Nilai Maturitas SPIP Mahkamah Konstitus i
Berdasarkan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Tahun 2018 pad a
Mahkamah Konstitusi sesuai Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Maturita s
Penyelenggaraan SPIP pada MK Nomor LBA-286/D2/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 ,
diperoleh hasil penilaian maturitas SPIP Level-3 (Berkembang), dengan rincian sebaga i
berikut :

1 . Unsur Lingkungan Pengendalian 2,5 2,8 3
2 . Unsur Penilaian Resiko 3 3 3
3 . Unsur Kegiatan Pengendalian 2,73 3 3
4 . Unsur Informasi dan Komunikasi 2,5 3 3 ?? ?
5 . Unsur Pemantauan 2 3 3

Jumlah Skor 2,5818 2,9625 3
Berkembang Berkembang

	

Terdefinis i



Rekomendasi & Saran Perbaikan dari Tim BPK P

1. Menetapkan Renstra MK Rev II Tahun 2015-2019 ;
2. Menyusun Laporan SPIP secara periodik ;
3. Menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah (Teknis SPIP) ;
4. Menyusun Pedoman Penilaian Risiko ;
5. Menyelesaikan penilaian risiko di setiap unit kerja .

STRATEGI UNSUR 1 - Lingkungan Pengendalian

Integritas da n
Penegakka n

Etik a

Komitmen
Terhadap

Kompetens i

Kepemimpina n
yg kondusi f

Struktu r
organisasi yg

sesuai dg n
kebutuha n

Sub — Unsur: Sub — Unsur:

• Adanya Aturan Perilaku Kode Etik Pegawai M K
yang wajib dipatuhi setiap pegawai

• Upaya Pencegahan Korupsi melalu i
Pembangunan Tunas Integritas sert a
Penandatanganan Pakta Integritas sebagai
komitmen setiap pegawa i

• Standar Kompetensi Pegawai yan g
dikembangkan dan dipantau secara terus
meneru s

• Pimpinan setiap level organisasi menjad i
teladan dan contoh yg baik bagi setia p
pegawai

Pendelegasia n
wewenang &

tanggun g
jawab

Kebijaka n
pembinaa n

SDM yg seha t
Peran APIP yg

efekti f
Hubungan

kerja yg baik

Pemberian tugas dan tanggungjawab kepad a
pegawai secara tepat

• Pelaksanaan rekruitment, pembinaan, da n
pemberhentian pegawai secara bersih da n
trans sara n

• Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Intern
yang efektif oleh Inspektorat yg didukung dg n
Piagam Audi t

Menjalin hubungan kerjasama dengan piha k
k instansi terkait dengan balk

• Struktur Organisasi dimutakhirkan sesua i
perubahan lingkungan strategis



STRATEGI UNSUR 2 - Penilaian Risiko

Sub — Unsur:

• Melakukan pemuktahiran identifikas i
resiko unit kerja melalui Bimtek yan g
diadakan Inspektorat/BPK P

• Melakukan pemuktahiran rencan a
tindak pengendalian (RTP) oleh uni t
kerja melalui Bimtek yang diadaka n
Inspektorat/ BPK P

• Selanjutnya MK akan menetapka n
kebijakan/ pedoman penilaian risiko

STRATEGI UNSUR 3 - Kegiatan Pengendalian
Sub — Unsur:

Pembinaan SDM
Pengendalian atas

Pengelolaan Siste m
Informasi

Pengendalian Fisik Asset
- BM N

• Penetapan Perjanjia n
Kinerja (PK) ;

• Melakukan Revi u
kinerja berdasarka n
tolak ukur pada PK

• Penetapan Anjab/ AB K
yang dikomunikasika n
dan dievaluasi secar a
berkala

• Pengendalian umu m
dan pengendalia n
aplikasi siste m
informasi di monitorin g
serta dievaluasi secara
berkala da n
dikembangkan teru s
menerus

• Pelaksanaa n
pengelolaan da n
pengamanan BM N
sesuai atura n

• Pemantauan fisik BM N
menggunakan aplikas i
SIMAK-BMN

• Penetapan IK U
sebagai alat uku r
kinerja organisas i
serta dilakuka n
evaluas i
dikembangkan teru s
menerus sesua i
perubahan strategi s

Sub — Unsur:

Pemisahan Fungs i

• MK secara forma l
(melalui SK/ Persekjen )
memisahkan
tanggungjawab da n
tugas untuk menjami n
bahwa seluruh aspe k
utama transasksi ata u
kejadian tida k
dikendalikan oleh 1
p rang

Otorisasi Transaksi dan
Kejadian Pentin g

• Pengaturan otorisas i
atas transaksi kejadia n
penting seperti
keuangan ,
kepegawaian, hingg a
penanganan perkara/
persidangan diatu r
dalam suat u
pedoman/ aturan/ SOP

Pencatatan yang akurat
dan Tepat Waktu

• Penerapan Siste m
Informasi membant u
kejadian pentin g
dicatat dengan akurat
serta tepat waktu
(simpp/ e-brpk/ e-
minutasi)

Pembatasan Akses atas
Sumber Daya Catata n

• Pembatasan akses
pada Sistem Informas i
seperti sistem
keuangan /
kepegawaian/ arsip/
simpp sesua i
kewenangannya

Akuntabilitas Pencatata n
dan Sumber Daya

• Penanggungjawa b
terhadap Hasil/
Laporan/ Pencatatan/
Sumber Daya/ BM N
ditetapkan secara
formal melalui SK/
Persekjen

• Penerapan Siste m
Informasi membant u
pendokumentasia n
secara elektronik



STRATEGI UNSUR 4 - Informasi dan Komunikas i

• Informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu dapat muda h
diakses dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan melalu i
berbagai media seperti website/ sistem aplikasi/ dashboard/ sm s
blast/ publik tempt, dl l

Informasi yg
Relevan Sub - Unsu r

Komunikas i
yg Efektif Sub - Unsu r

• Penyediaan sarana komunikasi baik internal maupun eksterna l
melalui berbagai media seperti SIKD, dashboard pegawai, dll .

STRATEGI UNSUR 5 - Monitoring dan Evaluasi

Sub — Unsur:

• Setiap level pimpinan organisas i
melakukan pemantauan berkelanjuta n
atas pengendalian yang tela h
dibangun di unit kerjanya

• Evaluasi dilakukan secara periodi k
oleh pihak eksternal maupun interna l

• Unit kerja menindaklanjuti basi l
pemeriksaan BPK dan APIP



VALUES

• Integrity
• Independency
• Impartiality
• Integratio n
• Interconnectio n

• Nilai Ketuhana n
• Nilai Kemanusiaa n
• Nilai Persatua n
• Nilai Permusyarawata n
• Nilai Keadila n
• Nilai Kejujura n
• Nilai Kemandiria n
• Nilai Keterbukaa n
• Nilai Empat i
• Nilai Toleransi

• Nilai Keimanan da n
ketaqwaan kepad a
Tuhan YM E

• Nilai Integrita s
• Nilai Kerahasiaa n
• Nilai Kejujura n
• Nilai Kesetiaan pad a

tuga s
• Nilai Pelayana n
• Nilai Kesetaraa n
• Nilai Kesederhanaan



1. MALU MELANGGAR KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWA I

2. MALU KARENA DATANG TERLAMBAT, PULANG CEPAT

3. MALU KARENA BERBUAT KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISM E

4. MALU KARENA TIDAK JUJU R

5. MALU TIDAK IKUT UPACAR A

6. MALU SERING TIDAK MASUK KERJA TAN PA ALASA N

7. MALU SERING KELUAR TANPA IZIN PADA JAM KERJ A

8. MALU KARENA TUGAS TIDAK TERLAKSANA/ SELESAI TEPAT WAKT U

9. MALU KARENA BEKERJA TIDAK SESUAI DENGAN ATURAN

10. MALU BERPAKAIAN SERAGAM TIDAK SESUAI, TIDAK RAPI, DAN TANPA
ATRIBUT LENGKAP



07/05/2019

PEN YEL ENG GARAAN

SPIP

Jakarta, 5 April 2019

TA HAP PEN YEL ENG GARAAN

SPIP

OUPUT:
DISAIN

PENYELENGGA

OUTPUT:
RENCAN A
TINDAK

PENGENDALi

1

1
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SIKL US PENERAPAN SPIP

Keseluruhan siklus didokumentasikan dalam Rencana Tindak Pengendalian
1

STRATEGI IMPLEMENTASI PENUH PADA K/ L

Peningkatan Kualitas Pelayana n
Publik

1
Pengelolaa n

Keuangan
Peningkatan
Kualitas SDM

Penilaian Risiko 2 Kegiatan Utam a

KSOP Pelayanan

KSOP Pengelolaan Keuangan dan 5DM

Rencana Pengendalian Entitas

	

►~

2
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Penyelenggaraan SPIP akan terkendala bila tidak ada komitmen, integritas, kedisiplinan, kejujura n
penyelenggara K/L/P dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara dari sejak perencanaan ,

pelaksanaan program sampai dengan pemanfaatan program

Tela h
dilakuka n

Asistenti da n
Pembinaa n
oleh BPK P
sesuai P P

60/2008 da n
Inpres N o

4/2011

Soft Control Hard
Control

Komitmen'
Integritas &
nilai etika

Kebijaka n

StrategiPercepatan Penerapan Tahap I

s)

	

Membuat Action Plan penyelenggaraan SPIP di Instansi Pemerintah (IP)
• Berisi mengenai langkah-langkah operasional dan jadwal wakt u

2) Membuat pakta integritas pelaksanaan SPIP oleh Pimpinan I P
3) Menyediakan anggaran penyelenggaraan SPIP untuk setiap I P
4) Pendalaman pemahaman SPIP di tingkat satgas penyelenggaraan SPIP di IP da n

pelaksana :
• Diklatjika masih banyak anggota satgas penyelenggara dan pelaksana yang belu m

pernah mengikuti Dikla t
• Workshop Penilaian Risiko bagi seluruh anggota satgas penyelenggaraan SPIP di I P

5)

	

Laksanakan penilaian risiko di seluruh Unit Kerj a
• Satgas penyelenggaraan SPIP di IP membimbing seluruh pelaksana di Unit Kerja I P

untuk melaksanakan Penilaian Risik o
• Masing-masing Unit Kerja IP melakukan penilaian risiko sesuai dengan karakteristi k

TUPOKSI yang diembannya . 1

3
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StrategiPercepatan Penerapan Tahap II

a) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPIP :
• Pembaharuan SOP yang dikaitkan dengan risiko yang harus dikendalika n

• Penyusunan berbagai kebijakan atau pengaturan lainnya yang dibutuhkan untu k
mengendalikan risik o

b) Implementasi SPI P
• Implementasikan SOP yang telah diperbaharu i

• Membangun budaya kerja yang dapat mendorong percepatan implementasi SPIP

1
Strategi ?ercepatan Penerapan Tahap I

a) Lakukan penilaian ulang atas efektivitas penerapan SPIP :

Satgas

	

penyelenggaraan SPIP di IP teru s
melakukan

	

penilaian

	

terhadap

	

efektivita s
penerapan SPIP di Iingkungannya

b) Lakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPIP oleh Satga s
Penyelanggaraan SPIP IP secara berkelanjutan dan berikan masukan bag i
perbaikan penerapan SPIP ke depan 1

4
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Strategi Percepatan Penerapan Tahap I V

a) Jika SPIP telah berjalan degan balk, Seluruh Anggota Satga s
Penyelenggaraan SPIP di IP dibubarkan dan serahkan seluru h
tanggungjawab penerapan SPIP kepada manajemen .

b) Manajemen secara berkelanjutan melaksanakan penilaian efektivitas ata s
pelaksanaan SPIP.

TERIMA KASI H

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP )
JI . Pramuka No 33 Jakarta 1312 0

Telepon (021) 85910031 (hunting )
Web : http ://www.bpkp .go .i d

email : warta_pengawasan®bpkp .go .id 1

5
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Pemantaua n
Penyelenggaraa n

SPI P
Jakarta, 5 April 201 9

Pemantauan:
suatu proses menilalkualitas kinerja pengendalian intern daiam

suatu periode tertentu .

- Mencakup : penilaian desain, operasi pengendalian dan melakukan tindaka n
perbaikan yang diperlukan .

Memastika n
apakah SPI pada suatu instansi pemerinta h

telah berjalan sebagaimana yang diharapka n
dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakuka n

sesuai dengan perkembangan

1
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1.

	

Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki strategi untu k
memastikan bahwa monitoring yang sedang berjala n
efektif dan melaksanakan evaluasi terpisah bila terjad i
keadaan kritis .

2.

	

Dalam kegiatan rutin, terdapat informasi yan g
menggambarkan apakah pengendalian intern berfungs i
dengan balk .

3.

	

Komunikasi dengan pihak luar dikonfirmasikan denga n
data intern yang dimiliki oleh organisasi .

4.

	

Struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, dan adany a
supervisi untuk mengawasi fungsi pengendalian intern .

KONSEP SUBUNSUR PEMANTAUAN P I

Pemantauan Berkelanjuta n
(on-going monitoring)

Evaluasi terpisah (separate evaluation)

2
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5. Adanya pembandingan data yang dicatat denga n
fisiknya secara periodi k

6. Respon yang segera terhadap rekomendasi audito r
ekstern dan intern sebagai alat untuk memperkua t
pengendalian inter n

7. Pertemuan rutin pimpinan instansi pemerinta h
dengan staf dan pelaksanaan pelatihan digunaka n
untuk memperoleh umpanbalik agar diketahu i
apakah pengendalian intern telah berjalan efektif .

8. Adanya pemantauan secara teratur kepada seluru h
pegawai untuk mengetahui tingkat pemahaman da n
kepatuhan terhadap aturan perilaku yang berlaku .

1. Ruang lingkup dan frekuensi evaluasi yan g
terpisah terhadap pengendalian internal IP
sudah memada i

2. Metode evaluasi pengendalian intern IP haru s
logis dan memada i

3. Bila evaluasi terpisah dilakukan oleh auditor
internal (Inspektorat Jendral) harus
dilaksanakan oleh sumberdaya yang memiliki
kemampuan yang memadai dan independe n

4. Kelemahan yang ditemukan selama evaluas i
terpisah segera diatasi

3
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1. IP memiliki mekanisme untuk memastikan adany a
penyelesaian atas temuan hasil audit dan reviu lainny a
dengan segera

2. Pimpinan instansi pemerintah tanggap atas temuan-
temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya yang
bertujuan memperkuat pengendalian intern .

3. IP menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit da n
reviu lainnya dengan tepat .

Sifat dan Tujuan Pemantaua n

PP 60/2008 menyatakan bahwa pemantauan memastikan
bahwa pengendalian intern berjalan secara efekti f
berdasarkan 2 prinsip terkait :

1. Evaluasi berkelanjutan dan terpisah memudahka n
manajemen untuk memastikan bahwa 5 unsu r
pengendalian intern berfungsi sepanjang waktu .

2. Kelemahan pengendalian intern diidentifikasi da n
dikomunikasikan secara tepat waktu kepada pihak yg
bertanggung jawab dalam melakukan perbaika n
pengendalian .

4
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Mein a risik .-' h
dan pengcndaliauyan g

tcrkait..

Evaivasi penerapan
proscdurdan lakukan

perubahan bil a
diperlukan .

;S . i & I'I•:I .AKti kNAAN -
' ..\lentpriuril :nl .an i,lo ■

^hasi pcng'end;tlia n
nasi ttg clads ha s
dalia n
_edar monitoring

LAPORAN
EFEKTIVITA S

SISTE M
PENGENDALIAN

INTERN

Toile me top '
•Struktur OrganisasigefektiF
•Pcmahaman dasar perlunya

1'amantauan yg efektif

5
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Membangun Model Untuk Pemantaua n

1. Membangun pondasi pemantaua n
2. Mendesain dan melakuka n

prosedur pemantaua n
3. Penilaian dan pelapora n

Membangun Pondasi Pemantaua n

Pimpinan perlu menginformasikan pentingnya Pemantaua n
Struktur organisasi yg dalam pemantauan, dan menempatka n
orang yang mampu, obyektif, berwenang dalam menjalanka n
peran pemantaua n
Pemahaman mendasar terhadap efektifitas pengendalia n
intern .

6
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Desain dan Implementasi Pemantaua n

Prioritas risiko : Evaluasi pengendalian dalam lingkup risiko yan g
berarti (lihat Form Pemantauan )
Pengendalian kunci : memilih pengendalian yg tepat dala m
evaluasi terhadap beberapa atau seluruh 5 unsur pengendalian .
Identifikasi informasi yang dapat menyimpulkan efektifita s
pengendalian intern .
Implementasi prosedur pemantauan yang terdiri dar i
pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisa h

Penilaian dan Pelapora n
Prioritas temuan : pada risiko kunci (key risk )
Menginformasikan

	

hasil

	

pemantauan

	

kepada

	

tingkata n
organisasi/manajemen yang tepat .
Menindaklanjuti perbaikan yang diperlukan

7
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Penilaian dan Komunikasi Lapora n
Prioritas dan Komunikasi Hasil :
• Prioritas pada kelemahan pengendalian yang potensia l

sehingga organisasi dapat menentukan :
1. Tingkatan dimana kelemahan seharusnya dilaporka n
2. Tindakan perbaikan yang seharusnya diambi l

• Faktor2 yang berpengaruh the prioritas termasuk :
1. kelemahan yg bersifat material dalam pencapaian tujua n
2. Efektivitas pengendalian penggant i
3. Pengaruh agregat dari kelemahan bergand a

Penilaian dan Komunikasi Lapora n
Pelapora n
Internal : dilaporkan kepada atasan langsung pemilik risiko da n
Pimpinan (Kepala SKPD )
Eksternal :

Manajemen perlu identifikasi stakeholder yang butuh lapora n
SPIP

8
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Pemahaman mendasar atas aktivitas Pengendalian intern

Ada 3 alasan kegagalan sistem pengendalian intern yaitu :
1. Tidak didesain dan diterapkan secara sempurn a
2. Didesain dan diterapkan secara sempurna tetap i

perubahan lingkungan dan sistem pengendalian tida k
berubah sesuai dengan kondisi yang ada .

3. Didesain dan diterapkan secara sempurna tetap i
perubahan atas proses kegiatan menyebabka n
pengendalian tidak efektif untuk mengurangi risiko
pengendalia n

Atas 3 alasan tersebut diatas, maka manajemen dapat
melakukan perubahan "real time" .

Pemantauan dalam Perubaha n

TldakAda
Perubahan

>

Kesirnpula n
Direvalidasi

Perubahanyg Perubahanyg
Teridentthkasl

	

Terldentlfikasl
Perubahany g
Terldentlfikasi

Perubahan
Proses Perubahan Manajemen

	

>2 Verifikasi

9
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Prioritas Risiko
• Prioritas risiko akan membuat manajemen dapat memutuska n

jenis, waktu dan luasnya pemantauan .

• Faktor — faktor risiko yang dijadikan pertimbangan :
1. Sifat kegiata n
2. Perubahan dalam kegiata n
3. Faktor lingkunga n
4. Kerawanan terhadap pencurian/penggelapa n

Pengendalian Kunci

▪ Penentuan Pengendalian Kunci dapat terjadi pada berbagai maca m
tingkatan pada suatu organisasi (cth : pengawas lapangan mempunya i
pengendalian kunci berbeda daripada manajer keuangan) .

• Faktor-faktor yang terkait dalam penentuan pengendalian kunci meliputi :
1. Kerumitanny a
2. Pertimbanga n
3. Manual vs . otomati s
4. Kegagalan pengendalian yang telah ad a
5. Personil yang berpengalama n
6. Risiko dari pergantian manajeme n
7. Frekuensi dari kegagalan pengendalian

10
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Identifikasi Informasi Persuasi f
• Informasi persuasif adalah informasi yg cuku p
dan memadai serta memberikan evaluato r
kewajaran (tapi tidak mutlak) dala m
memberikan kesimpulan terkait denga n
efektivitas pengendalian intern pada wilaya h
yg berisiko .

• Informasi yg memadai harus relevan, dapa t
dipercaya dan tepat waktu .

• Informasi yg cukup adalah ukuran dari jumla h
informasi yang ada

Elements of Suitable Informatio n
Figure 8

1 .0rganisasi menerapkan proses sistematik dalam menentukan "apa" dan "bagaimana "
melakukan pemantauan .

2. Pemantauan mempertimbangkan bagaimana keseluruhan pengendalian intern
mengelola risiko, bukan bagaimana setiap kegiatan pengendalian beroperasi dala m
sistem tertutup .

3. Pimpinan mempunyai peran penting dalam pemantauan pengendalian inter n
(khususnya pengendalian terkait dengan "tone of the top") dan dalam rangka
memitigasi risiko dari "override" oleh pimpinan .

4. Pemahaman dasar atas desain dan efektivitas operasi suatu pengendalian inter n
bermanfaat sebagai titik tolak yang baik dalam mengimplementasikan prosedu r
pemantauan yang efektif dan efisien .

5. Menetapkan apa yang harus dipantau dipengaruhi oleh :
a. Dampak dan probabilitas dari risiko ;
b. Sifat dari pengendalian yang dirancang untuk mengelola atau memitigasi risiko ;

da n
c. Informasi yang diperlukan untuk menyimpulkan apakah pengendalian yan g

diterapkan telah efektif.
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Informasi yang diperoleh dari penilaian risiko
(probabilitas dan dampak dari setiap risiko )
mempengaruhi ruang lingkup pemantauan . Fakto r
yang mempengaruhi ruang lingkup pemantaua n
adalah :

• Ukuran dan Kompleksitas Organisas i
• Sifat Operasi Organisas i
• Tujuan Pemantaua n
• Pentingnya Pengendalian untuk Mencapai Tujuan Organisas i

6. Organisasi harus mempertimbangkan untuk menggunakan pemantauan berkelanjutan ,
jika memungkinka n

7. Pemantauan yang efektif mendasarkan pada informasi tentang pengendalian yang berjala n
atas elemen pengendalian operasi, berdasarkan evaluasi oleh pihak yang kompeten da n
independen .

8. Pimpinan harus menggunakan pertimbangan yang logik untuk melakukan pemantauan .
9. Pemantauan mencakup penggunaan informasi langsung dan tidak langsung . Penggunaa n

informasi tidak langsung hanya untuk periode tertentu .
10. Kelemahan pengendalian yang diidentifikasi harus :

a. Dievaluasi dampaknya ;
b. Dilaporkan ; da n
c. Dipertimbangkan tindakan perbaikannya .

Source : COSO draft, Dec . 2008
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	SEKIAN DAN TERIMA KASIH

SPI :
•Bersifat holistik, terintegras i

•Faktor manusia domina n
•Memberikan keyakinan yang memadai

•Pendekatan pada tujuan instans i
•2 jenis tingkat pengendalia n

•Proses yang berlangsung terus menerus
•Best practice � Best fit

13
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SPIP DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGAR!

	

PUBIIK
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Effective and Efficient Entity
Environment

FAKTA DI D E PAN MATA
• Laporan Keuangan Pemerintah masih banyak yang mendapat opini wajar dengan pengecuaiian,

opini WTP tapi banyak temuan dan terkena kasus hukum)

• Aset Pemerintah belum terkelola dengan baik (Bukti kepemilikan asettida k
ada/hilang/penyimpanan tidak tertib, hibah tanpa BA, Aset tidak bertuan dll )

• Masih banyak aparat pemerintah yang melanggar peraturan, misal : terlambat masuk kerja, ja m
kerja tidak dikantor, pekerjaan tidak beres/kurang profesional, tersangkut korupsi, pelanggara n
UU lainnya (Pelayanan publik buruk, kepala daerah, anggota dewan, PNS tersangkut kasusTPK )

• Penggunaan sumber daya yang kurang efisien dan efektif (perjalanan dinas fiktif, studi bandin g
untuk wisata dan menambah penghasilan, kegiatan tidak mendukung pencapaian IKU/Target
RPJMN )

• Banyak komplain atas pelayanan pemerintah, misal : pelayanan pendidikan, kesehatan ,
kebersihan, keamanan, perlindungan TKI (Kisruh UN, Pasien di tolak RS hingga meninggal ,
Sarana Publik kotorjorok dan tdk berfungsi dgn baik, Hukum belum diterapkan dengan add, TK I
kurang perlindungan dan adanya kasus hukuman mati )

• dll
4
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Ps . 1 8

Ps . 41

Revtu etas Kinerja Instansi Pemerintah
Pembinaan Sumber [lava Manusia

	

Penoendalian Penoelotaan Sistem Infomiasi

	

{
Penaendakan Fisik atas Aset

	

S
Penetanan & Raviu Indikator & Ukuran Kinetic •l

€

Pemisahan Punosi

	

4'1
Otorisasi Transaksi dan Keiadian Pestle - +*

	

Pencatatan vans Akurat dan Tepat WaktlPl 	 '

	

Pembatasan Ahses atas Sumhar Daya~+

	

_
Akuntabilitas terhadap Sumber Dava

Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern-

Sarana Komunikasi
Manajemen Sistem Infonnasi

Pemantaua n
Pengendalia n

Intern

	

Ps. 43

Pemantauan Berkelaniutan
Evaluasi Terpisah

Tindak Lanjut

UNSUR dan
Subsunsur

SPIP

SPIP

i . LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Penegakan Integdtas dan Etika

Komitmen terhadap Kompetensi

Kepemimpinan yang Kondusif

Struktur Organisasi yang Sesuai
Kebutuhan

Pendelegasian Wewenang da n
Tanggung Jawab yang Tepat

Kebijakan yang Sehat tentang
Pembinaan SDM

Hubungan Kerja yang Baik

6
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PRA SYARAT EFEKTIVITA S
LINGKUNGAN PENGENDALIA N
Apabila organisasi dijalankan oleh pegawai yang :

a. berkompete n
b. memahami tanggungjawabnya ,
c. memahami batasan kewenanganny a
d. memiliki pengetahuan yang memadai ,
e. memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan ap a

yang benar .
f. berkomitmen untuk mematuhi kebijakan dan prosedur organisas i

berikut standar etika dan perilaku .

Lingkungan Pengendalia n

• Atmosfir dimana karyawan bekerj a

• Mencerminkan kesadaran akan pentingnya pengendalian
• Kompetensi dan komitmen terhadap etika

• Dipengaruhi oleh tone at the top
• Merupakan fondasi bagi komponen Iainnya

4
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Penilaian Risiko
Pengertian :

Kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yan g
mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instans i
pemerinta h

Manfaat :
• Membantu pencapaian tujuan organisas i
• Mencapai kesinambungan pemberian pelayanan kpd pemangk u

kepentingan
Mencapai basil yg lebih balk berupa efisiensi dan efektivitas pelayana n

• Sebagai dasar penyusunan rencana strategi s
• Menghindari pemborosan biaya karena organisasi mengidentifikasi da n

mengelola risiko yg diperlukan

5
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Komponen Penilaian Risiko

Penetapan Tujuan Organisas i

Penetapan Tujuan Tingkat Kegiata n

I Idfikasi; Risiko

Analisis Risiko

6
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TAHAPAN PENILAIAN RISIK O
(PP 60/2008 )

• Tujuan I P
• Tujuan tingka t

kegiatan

• Sumber risiko
internal &
eksternal

• Pengaruh /
dampak risiko th e
pencapaia n
tujuan

1

PENILAIAN RISIK O

PENETAPAN

	

IDENTIFIKASI

	

ANALISI S
TUJUAN

	

RISIKO

	

RISIKO
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x Mengukur risiko-risiko yang tela h
teridentifikasi – dalam bentu k
probabilitas dan dampak.

x Dalam mengukur risiko, aspe k
pengendalian yang ada menjad i
pertimbangan penting

8
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Pengelolaan Risiko
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Kegiatan Pengendalian

Tindakan yang diperlukan untu k
mengatasi risiko Berta penetapa n

'0

	

dan pelaksanaan kebijakan da n
prosedur untuk memastika n

t it

	

bahwa tindakan mengatasi risiko
telah dilaksanakan secara efekti f
(Penj PP 3c )

Karakteristik Kegiatan Pengendalian

Harus dikaitkan Disesuaika nDiutamakan pada dengan proses dengan sifatkegiatan pokok penilaian risiko khusus instans i

Kebijakan & Dilaksanaka nProsedur Dievaluasi secara
ditetapkan secara sesuai yg teratu rditetapkantertulis

Psl 18 .2

10



07/05/2019

c .Pengendalia n
a .Reviu atas b .Pembinaan d .Pengendalia nSistemKinerja 5DM Fisik atasAse tInformas i

e . Penetapan f . Pemisaha ndan Reviu g .Otorisasi h .Pencatata n
Fungs i

Indikator Kinerja

i .Pembatasa n
Akses j .Akuntabilitas k .Dokumentas i

Psi i8 (3 )

Diterapkan Berbeda pada Setia p
Instansi karena Perbedaan :

Misi, maksud serta tujua n

Lingkungan dan cars beroperas i

Tingkat kerumitan organisas i

Sejarah/Tatar belakang serta buday a

Risiko yang dihadapi

11
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Mbungan Kegiatan Pengendalian dengan Penilaian Risik o

tientifikas i

-- ,

ii Sub Unsur Kegiatan Pengendalia n

nalisis Risik o
U

4. INFORMASI DAN KOMUNIKAS I

SPIP Informasi &
Komunikasi

L
	

Sarana Komunikas i

Manajemen Siste m
Informasi

12
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PENGERTIAN INFORMASI DAN KOMUNIKAS I

• Data yang telah diolah yang dapa t
digunakan untuk pengambila n
keputusan dalam rangk a
penyelenggaraan tugas dan fungs i
instansi pemerintah

• Proses penyampaian pesan ata u
informasi dengan menggunakan
simbol atau lambang tertentu bal k
secara langsung maupun tida k
langsung untuk mendapatkan umpa n
bali k

i

13
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, BENTUK DAN SARANA KOMUNiKASI

IFemorandum

eicaman video°

5. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTER N

Pemantauan Berkelanjutan

Tindak Lanjut

2 8

SPIP Pemantaua n
Pengendalian Intern

14
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!engertian Pemantaua n
Pemantauan :

suatu proses menilai kualitas kinerja pengendalian intern
dalam suatu periode tertentu .

-*Mencakup : penilaian desain, operasi pengendalian dan melakuka n
tindakan perbaikan yang diperlukan .

Memastikan
apakah SPI pada suatu instansi pemerinta h

telah berjalan sebagaimana yang diharapkan
dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakuka n

sesuai dengan perkembanga n

(i FAKTOR YANG MEMPENGAI KEBERHASILAN PEMANTAUAN

•Tone at the top
•Struktur Organisasi yg efekti f

•Pemahaman dasar perlunya Pemantauan y g
efekti f

DESAIN & PELAKSANAAN
•Memprioritaskau risiko

•Identifikasi pengendalia n
•Identifikasi infomasi ttg efektivita s

pengendalian
•\lenerapkan prosedur monitorin g

•Prioritaskan temua n
•Laporkan hasil pada tingkat yang sesua i

•Tindak lanjut

LAPORAN
EFEKTIVITAS SISTEM

PENGENDALIAN
INTERN

15
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Bagaimana Monitoring memberikan keuntungan bag i
proses Governance ?

:• Pengendalian yang tidak dimonitor cenderung akan mengalami penurunan dar i
waktu ke wakt u

:• Implementasi pemantauan bertujuan untuk meyakini bahwa "pengendalian inter n
terus beroperasi secara efektif "

:• Ketika proses pemantauan dilakukan, manfaat yang diperoleh organisasi adalah :
q Dapat mengindentifikasi dan memperbaiki masalah pengendalian inter n

setiap waktu ;
q Dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat dan terandalkan bag i

pengambilan keputusan;
q Dapat mempersiapkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu ; da n
q Dapat berada pada posisi yang tepat untuk menyediakan sertifikasi ata u

penilaian secara berkala atas efektivitas pengendalian intern

3 a-

TERIMA KASIH
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